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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor [58 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10

September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa

penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba b be
- ta t te
- sa 5 es (dengan titik di atas)
z jim j je
d ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha kh ka dan ha
S dal d de
K 7al z zet (dengan titik di atas)
J ra r er
3 zak z zet
o sin s es
T syin sy es dan ye
P sad $ es (dengan titik di bawah)

ix




> dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
b za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain veertaen koma terbalik ke atas

'& gain g ge

=) fa f ef

3 qaf q ki

) kaf k ka

J lam 1 el

¢ mim m em

o nun n en

9 wawu w we

A ha h ha

s hamzah ' apostrof

¢ ya y ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofiong)

harakat, transliterasinya sebagai berikut;

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atan

Tanda Nama Huruf latin Nama
. Fathah a a
— kasroh 1 i




¢ammah

u

Contoh: &% - kataba

<

44

- fa‘ala

2) Vokal rangkap (diftong)

&bl - yazhabu

Qs — sutla

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
¢ — Fathah dan ya ai adani
3 - Fathah dan
- au adanu
wawll
Contoh: CA:,? - kaifa J$2 - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
6. fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
5.2 kasrah dan ya T i dan garis di
- atas
. s dammah dan a u dan garis di
J - wawu atas
Contoh:
J8 - gala J;é - qila

&y rama

4

J 843 - yaqilu




4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbuiah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /W/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/, serta bacaan kedua Kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan 4a (h)

contoh:

Jl.éb Q‘ 10,) Raudah aI-A_tﬁiI

3aradl ditalt al-Madinah al-Munawwarah
ol Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataw tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
\3) - rabbana

Jy - nazzala
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4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk /a marbutah ada dua:

1} Ta marbutah hidup
ta marbufah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /.

2) Ta marbutah mati
Ta marbuiah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuiah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka fa marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:

Judb 4 L2, Raudah al-Ayfal

Seasadt Lot al-Madinah al-Munawwarah
ol : Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda fasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Wy - rabbana

JP - nazzala
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ), dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik
kata sandang itu diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

JoM - al-rajulu

P.I.EJI - al-qalamu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal Jsi akala
Hamzah di tengah Oy la’khuziana
Hamzah di akhir ] al-nau'u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara:
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bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih
penulisan kata ini dengan perkata,

Contoh:
- 3o - -
o9 ggd A Olg  : wa innallaha lahuwa khair al-razigin

O jmadly Jgg‘ 16398  : fa aufu al-kaila wa al-niizan
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RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA. DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS
TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT

Setio Handoko
Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Setelah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah
Kiblat, respon yang muncu! dari mayarakat sangat kecil. Begitu juga dengan
respon yang diberikan oleh Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas. Mereka tidak menanggapi fatwa tersebut secara aktif
dan mereka juga tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan upaya pembenahan
arah kiblat yang benar khususnya arah kiblat pada masjid-masjid. Atas dasar
tersebut, masalah ini menarik untuk dikaji.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan
Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas
terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat karena secara
keilmuan, mereka mengetahui tinjauan arah kiblat baik secara syar‘i maupun
secara [Imu Pengetahuan dan Teknologi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research).
Sebagai lokasi penelitian adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan
Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, sedangkan subjeknya
adalah Pengurus Lembaga Falakiyah PCNU dan PDM Banyumas, sementara
objeknya adalah Respon Pengurus Lembaga Falakiyah PCNU dan PDM
Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.
Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi,
Sumber datanya dipeoleh dari wawancara dan buku-buku pendukung skripsi ini
khususnya buku tentang arah kiblat. Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua)
kelompok respon yaitu setuju aktif dan setuju pasif. Setuju aktif dalam pengertian
yaitu setuju dengan fatwa MUl dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam
pembenahan arah kiblat. Setuju pasif yaitu pengurus lembaga falakiyah Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah Banyumas setuju dengan fatwa MUI tetapi dalam
implementasinya mereka tidak dapat ikut aktif berpartisipasi dalam pembenahan
arah kiblat yang diantaranya disebabkan karena tidak adanya permohonan dari
masyarakat/takmir masjid, kelerbatasan dana, tugas/ pekerjaan ganda dalam
instansi yang berbeda.

Kata kunci: arah kiblat, Ka‘bah, fatwa, sosialisasi arah kiblat.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik arah kiblat menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.
Pasalnya, banyak masjid yang dibangun beberapa tahun yang lalu dianggap
arah kiblatnya tidak tepat. Hal itu, menurut sebagian peneliti, antara lain
disebabkan arah kiblat bergeser sesudah terjadinya beberapa gempa besar
pada beberapa tahun lalu.'

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 320.000 atau 40% dari 800.000
masjid di seluruh Indonesia mengalami pergeseran arah kiblat. Angka ini
berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan satelit.
Salah satu penyebab bergesernya arah kiblat adalah karena bergesernya
lempeng bumi dan musibah gempa bumi yang bertubi-tubi melanda
Indonesia. Kepala Urusan Agama [slam Kementerian Agama Rohadi Abdul
Fatah mengatakan, angka tersebut diperoleh dari hasil penelitian Universitas
Sebelas Maret (UNS) Solo.”

Informasi tersebut membuat resah masyarakat hingga mereka
mempertanyakan hukum arah kiblat. MUI sebagai organisasai kepemimpinan
umat mengeluarkan fatwa pada tanggal 22 Maret 2010 yaitu Fatwa MUI
Nomor : 03 Tahun 2010 téntang Arah Kiblat yang isinya antara lain mengatur

mengenai arah kiblat yang disebutkan ke arah barat. Fatwa itu disampaikan

'Badrul Tamam, Polemik Arah Kiblat: Sahkah Shalat ke Arah Kiblat yang Kurang Tepat.
(online), http://m.voa-islam.com/news/ibadal/, diakses tanggal 10 Juni 2011. y

* Arland, Fatwa Baru MU! : Arah Kiblat Barat Laut, (online), http//www.mail-
archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/, diakses tanggal 20 Februari 2011.



untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai dugaan pergeseran arah
kiblat akibat pergeseran lempengan bumi. Namun, Kepala Pusat Pemanfaatan
Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) Thomas Djamaludin membantah informasi itu. “Informasi itu tidak
benar. Kalaupun memang arah kiblat salah, kemungkinan disebabkan dari
penentuan saf di dalam masjid yang tidak sesuai dengan kiblat,” ujarnya.’

MUI pun lantas berusaha untuk mengoreksi Fatwa Nomor : 03 Tahun
2010 Tentang Arah Kiblat yang diterbitkan Tanggal 22 Maret 2010 lalu.
“Dan setelah dicek lagi, Indonesia itu letaknya tidak di timur pas Ka?* bah tapi
agak ke selatan. Jadi arah kiblat kita juga tidak barat pas, tapi agak miring ke
barat laut,” terangnya. Kemudian fatwa tersebut direvisi dengan keluarnya
Fatwa MUT Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Terkait salahnya
arah kiblat shalat tersebut, MUI merekomendasikan agar setiap Masjid dan
Musholla agar menyesuaikan arah kiblat yakni menghadap barat laut. “Harus
ditata kembali bagi masjid yang arahnya tidak sesuai, dan tiap-tiap wilayah
agar presisi masing-masing daerah disesuaikan dengan arah Ka‘bah™.*

Revisi fatwa tersebut terletak pada ketentuan hukum arah kiblat
khususnya pada diktum poin ketiga menjadi: “Letak Kiblat umat Islam
Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai
dengan letak kawasan masing-masing”.> Fatwa ini lebih menitikberatkan

kepada akurasi arah kiblat. Kemudian MUI mengeluarkan rekomendasi

> Arland, Fatwa Baru MUI : Arak Kiblat Barar Lawi, (online), http://www.mail-
archive;oom!mencintai-islam@yahool;roups.coml, diakses tanggal 20 Februari 2011,
Ibid
$ Ketetapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor § Tahun 2010 Tentang Arah
Kiblat, hal. 6.



kepada bangunan masjid atau mushola yang arah kiblatnya belum tepat perlu
menata ulang sifnya saja tanpa harus membongkar bangunan masjid.

Rekomendasi dalamn Fatwa MUI Nomeor : 05 Tahun 2010 Tentang
Arah Kiblat sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat
masih banyak arah kiblat masjid-masjid yang tidak tepat. Menurut Marwadi,
rekomendasi fatwa ini merupakan anjuran problem permasalahan arah kiblat
dan semestinya pihak terkait dapat melakukan koreksi arah kiblat dengan
melakukan pengecekan ulang arah kiblat serta dapat melakukan pembenahan
arah kiblat masjid-masjid yang masih belum tepat.®

Masjid-masjid yang, arah kiblatnya tidak tepat juga masih banyak di
Kabupaten Banyumas, sebagaimana dikatakan Aris Nurchman tim praktisi
Badan Hisab Rukyat (BHR) Banyumas bahwa dari 18 masjid-masjid dan
mushalla yang mendaftar untuk dilakukan pengukuran ulang arah kiblatnya
terdapat 90% arah kiblat masjid-masjid tidak tepat. Pengukuran ulang arah
kiblat tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 terhadap masjid yang
didaftarkan oleh takmir untuk dilakukan pengecekan ulang arah kiblat
masjidnya.”

Sosialisasi MUI, Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas kepada takmir masjid untuk melakukan
pengecekan ulang arah kiblat belum menunjukkan hasil maksimal, Jumlah
masjid, mushalla, dan langgar di Banyumas mencapai 7270, pada tahun 2010

BHR Banyumas mencatat hanya 18 masjid yang mengajukan permohonan

¢ Wawancara dengan Marwadi selaku Dosen llmu Falak Sckolah Tingei A
Negeri ?Purwokerto pada tanggal 29 Juli 2011, el Agama lslam
Wawancara dengan Aris Nurohman selaku tim praktisi Badan Hisab Ruk
pada tanggal 27 Januari 2011. yat Banyumas



untuk dilakukan pengukuran ulang arah kiblatmya.” Hal ini menandakan
bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya arah kiblat
masih sangat rendah.

Nahdlatu! Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam
merupakan aset besar bangsa yang bisa saling melengkapi. Keduanya selama
ini berhasil memadukan kinerja organisasi. NU berhasil mengembangkan
wilayah pedesaan, sementara Muhammadiyah berhasil mengembangkan
daerah urban.® Kedua ormas ini memiliki divisi kajian ilmu falak yang
bertugas melakukan hisab-rukyat falakiyah di wilayah masing-masing.
Nahdlatul Ulama memiliki lembaga falakiyah yang dikenal dengan nama
Lajnah Falakiyah dan Muhammadiyah dikenal dengan nama Majlis Tarjih
dan Tajdid. Kedua lembaga terscbut menangani permasalahan falakiyah
termasuk permasalahan arah kiblat.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah cetelah dikeluarkannya
Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat, dimana rekomendasi
dalam fatwa tersebut seharusnya dapat dilaksanakan untuk dilakukannya
pengecekan ulang arah kiblat masjid-masjid tetapi kenapa respon yang
muncul dari masyarakat masih sangat rendah.

Menurut Marwadi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas
sebagai pemilik umat, dengan melalui Lembaga falakiyah yang dimilikinya

seharusnya dapat mentransformasikan fatwa MUI akan pentingnya arah

" Wawancara dengan Tangkas Uji selaku Sekertaris Badan Hisab Rukyat Banyumas pada
tanggal 16 Februari 201 .

* Marsono, Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia (Jakarta :
DEPAG, 2002), hal. 17. '



kiblat, tetapi dalam praktiknya kenapa lembaga falakiyah tersebut tidak dapat
berperan aktif dalam pembenahan arah kiblat di masyarakat.'® Berdasarkan
hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah respon pengurus
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas

terhadap Fatwa MUI Nomer : 05 Tahun 2010 Tentang .Arah Kiblat.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan
permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah respon pengurus Lembaga
Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap
istinbat hukuin, putusan hukum, dan rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor:
05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat?”.
C. Tujuan dan Manfaat Penclitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimanakah Respon Pengurus Lembaga
Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap
Fatwa MUT Nomor : 05 tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.

b. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010
Tentang Arah Kiblat dalam kehidupan masyarakat Nahdliyin dan
Muhammadiyah.

2. Manfaat Penelitian

a. Memberikan gambaran tentang Respon Pengurus Lembaga Falakiyah

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI

Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, diharapkan penelitian

' Wawancara dengan Marwedi selaku Dosen limu Falak Sekolah Tinggi Agama lslam
Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Juli 2011.
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ini berguna sebagai langkah awal dalam strategi pembenahan arah
kiblat dalam masyarakat khususnya untuk penelitian selanjutnya.
b. Menambah khasanah kepustakaan Islam dalam bidang falakiyah

khususnya arah kiblat.

D. Telaah Pustaka

Kajlan terhadap arah kiblat telah banyak dilakukan baik secara teoritis
maupun praktis. Kajian secara teoritis banyak dibahas dalam buku-buku ilmu
falak, dan kajian secara praktis banyak dibahas dalam skripsi.

Susiknan Azhari, dalam bukunya Hmu Fualat Teori Dan Prakiek,
membicarakan masalah pentingnya menentukan arah kiblat dalam shalat,
kiblat (Ka‘bah) dalam lintas sejarah, dan beliau lebih menitikberatkan
pembahasan dalam konsep arah. Arah Kiblat yang dituju ketika
melaksanakan shalat bagi vang dapat melihat Ka‘bah wajib menghadap tepat
ke ‘ainul Ka‘bah (bangunan Ka‘bah itu sendiri), sedangkan bagi orang yang
tidak dapat melihatnya, wajib niat dalam hatinya menghadap ke ‘ainul
Ka'bah seraya menghadap kearahnya. kiblat disini lebih dimaknai sebagai
bangunan Ka‘'bah. Azhari mengulas tentang makna tafsir dari kata syatra
dalam ayat-ayat yang menerangkan kiblat dengan al-Jihah atau arah. Arah
diartikan sebagai jarak yang terdekat dari suatu tempat.'® |

Susiknan Azhari, dalam buku Pembaharuan Pemikiran Hisab Di
Indonesia, buku ini mengulas tentang pemikiran Saadoe‘ddin Djambek,

dimana pemikiran Saadoe‘ddin Djambek sangat mewarnai pemikiran

1° Susiknan Azhari, /lmu Falak Teori dan Praksek (Yogyakarta: Lazuardi, 2001).



Indonesia baik dalam menentukan arah kiblat, awal waktu shalat, dan awal
bulan gqamariyah. Dalam pembahasan arah kiblat beliau menawarkan teori
Spherical Trigonometry, hal ini jelas pengaruh dari teori-teori astronomi.
Seperti halnya asy-Syafi‘i, Saadoe‘ddin dalam pemikiran arah kiblat juga
dikenal dengan istilah gaul gadim dan qaul jadid. Maksudnya, pemikiran
Saadoeddin nampaknya mengikuti irama perkembanyan zaman. Taghayyir
yang dilakukan Saadoe‘ddin terlihat pada perubahan terhadap lintang dan
bujur Ka‘bah yaitu dengan gaul géddim 21°20° LU dan 40°41* BT. Sedangkan
gaul jadidnya adatah 21°25° LU dan 39°50°. Sampai saat ini data tersebut
masih dijadikan patokan oleh Kementerian Agama Rl dalam melakukan
perhitungan-perhitungan arah kiblat."

Fu‘ad Ngato‘il dalam skripsinya “Studi Tentang Penentuan Arah
Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.” Ngato‘il
melakukan pengkajian teori-teori yang ada kemudian dipraktikan untuk
menganalisa cara yang tclah dipakai masyarakat dalam menentukan arah
kiblat. Teori yang digunakan adalah teori segitiga bola, scdanﬁkan praktik
lapangan yang telah dilaksanakannya adalah pengukuran deklinasi matahari,
posisi lintang dan bujur, kemudian ditentukan posisi arah kiblat masjid-
masjid yang dijadikan sample. Setelah posisi masjid-masjid sudah ditemukan
kemudian dilakﬁkan perbandingan dengan posisi yang standar. Hal ini
dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar penyimpangan arah masjid-

masjid tersebut. Selama penelitian ternyata dari 7 (tujuh) masjid hanya 1

" Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesi j jki
. a Studi Atas Pemtiki
Saadoe ‘ddin Djambek (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), a5 Femitiran



(satu) masjid yang mendekati nilai standar yaitu dengan nilai penyimpangan -
1°5'2.89" ke arah selatan."”

Nur Khasbi, dalam skripsinya, “Verifikasi Arah Kiblat Masjid-Masjid
Di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Dan Respon Takmir
Terhadapnya”. Skripsi ini membicarakan langkah-langkah kongkrit dengan
cara melakukan verifikasi terhadap 12 (dua belas) masjid yang dijadikan
sample. Teori yang digunakan ialah teori segitiga bola dan praktik lapangan
yang dilakukan ialah pengukuran posisi bujur dan lintang dengan alat GPS
(global positioning systen), kemudian dilakukan penghitungan sudut azimut
dan sudut toleransi azimut arah kiblat. Dari 12 (dua belas) masjid yang
dijadikan sample terdapat 2 (dua) masjid yang arah kiblatnya bisa dikatakan
sudah benar karena sudut azimut arah kiblat masjid tersebut masih dalam
batas sudut toleransi. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengukuran terdapat
perbedaan respon dari takmir. Terdapat 4 (empat) takmir yang akan
melakukan pembetulan arah kiblatnya dengan cara membetulkan arah safnya,
dan 8 (delapan) masjid yang lain tidak mempunyai rencana untuk melakukan
pembetulan arah kiblatnya."

Sepanjang penelusuran penulis, meski banyak teori dan penelitian
yang membahas tentang arah kiblat namun belum pernah menemukan
kesamaan penelitian yang mengarah kepada tanggapan dari tokoh-tokoh ahli
falak yang ada di ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten

Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

12 Fu‘ad Ngato‘il, “Studi Tentang Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan

Patimuan Kab. Cilacap”, Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN PWT, 2004).

" Nur Khasbi, “Verifikasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Baturaden Kabupaten

Banyumas Dan Respon Takmir Terhadapnya™ Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN PWT
2009).



E. Metodologi Penelitian
Metodologi yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1. Jenis Penelitian
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapzngan (field
research) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data
atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.’* Untuk itu
peneliti akan langsung melakukan penelitian pada Pengurus Lembaga

Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis pilih adalah Pengurus Lembaga
Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berkompeten
dalam ilmu falak karena secara praktis mereka menguasai disiplin
ilmu falak dan secara kemasyarakatan mereka mempunyai pengaruh
yang cukup besar bagi anggota aliran keagamaan mereka masing-
masing.

b. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti yaitu Respon Pengurus Lembaga

Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten

Banyumas terhadap Fatwa MUI Nomor : 05 Tentang Arah Kiblat.

3. Metode Pengumpulan Data

14 "
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakana: ;
Graﬁndo’ 2004)’ hal. 32. ( arta: PT Ra_]i‘.l
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Untuk memperoleh data yang lengkap dan benar dalam rangka
mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional, juga dapat
dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai
berikut:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data atau variabel
yang berupa catatan, buku-buku, dan sebagainya.'”” Dalam hal ini data
yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan
dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten
Banyumas dan lain-lain.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah pertanyaan yang telah ditentukan
atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun
cara penyampaiannya bebas tidak terikat dengan urutan pedoman
wawancara.'® Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung
dengan pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas.

¢. Observasi
Metode Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

15 . R .
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendgkatan Prakiek, (J . Ri
Cipta, 1998), hal. 276, k, (Jakarta: Rineka
'® Sutrisno Hadi, Metodologi research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal, 207



terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.'’ Metode ini penulis
gunakan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian tentang
perilaku atau tindakan mereka setelah dikeluarkannya fatwa MUI
Nomor ; 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

4, Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.'®
Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yaitu
pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
mengenai respon Fatwa MUl Nomor : 05 Tahun 2010 tentang arah
kiblat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan
penjelasan mengenai bahan sumber primer.'” Dalam penelitian ini
adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan
informan dan buku-buku yang mendukungnya tersusunnya skripsi ini,
misalnya buku, Meiode Penelitian Public Relations dan Komunikasi
karangan Rosady Ruslan, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan

R&D karangan Sugiyono dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor

5 Tahan 2010 Tentang Arah Kiblat.

7 ) . . _
Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), hal. 104. pei (Jakarta: PT
18 Rosady Ruslan, Metode Penclitian Public.... , hal. 29,
'* Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006)
hal. 103, ’
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5. Metode Penentuan Sampel
Metode penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah Purposive Sampling, Metode ini digunakan karena anggota
sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.?® Penulis
mengambil informan dari pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
dan Muhammadiyah di Baﬁyumas yang berkompeten dalam bidang ilmu
falak. Adapun nama-nama sampel pengurus Cabang Lembaga Falakiyah

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas yaitu:

¢ Drs. KH. Manshur Mu‘thi al-Kaff

K. Samsul Qodri

K.H. Moch. Zuhdi

Marwadi, M. Ag

Aris Nurohman, S.H.1

Drs. Chairul Anam

¢ A. Kahar Muzakki
6. Analisis Data

Untuk memahami sumber data yang telah diperoleh, peneliti
menggunakan model interakiif (interactive model of analysis).
Sebagaimana model yang diberikan oleh Miles & Haberman, mengatakan
bahwa untuk menggunakan model ini peneliti akan bergerak pada tiga

komponen, yaitu :

20 . .
Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial :
Bumi Aksara, 2006), hal. 47. . (Jakarta: PT
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a. Data reduction atau reduksi data, yaitu mereduksi data atau berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan menceri bila diperluk:;m.2l Langkah ini dilakukan di
antaranya dalam menentukan dan mengumpulkan beberapa data dari
informan tentang pernyataan-pernyataan yang bcrhubur;gan dengan
arah kiblat.

b. Data display atau menyajikan data. Dalam penelitian ini penyajian data
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori
dan sebagainya. Yang paling penting dari penyajian data dalam
penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

¢. Conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan /verifikasi.
Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya sudah
disimpulkan pada temuan awal. Temuan dapat berupa suaty
kesimpulan yang sama dengan temuan awal, atau dapat juga berbeda,
karena masalah dan rumusannya dalam penelitian kualitatif masih
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di
lapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek

yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta,2007), hal. 247.
%2 tbid., hal. 249
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jetas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.?
Langkah ini diterapkan sebagai langkah penelitian untuk membuat

suatu kesimpulan yang tepat dan fokus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, halaman Nota
Pembimbung, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan,
Kata Pengantar dan Daftar [si.

BAB I, mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 1, berisi tentang pembahasan arah kiblat, meliputi: arah kiblat
dalam fikih, praktik mengukur arah kiblat, arah kiblat dalam fatwa MUI
Nomor : 05 Tahun 2010, dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam. Kajian
datam bab ini dimaksudkan agar diperoleh tinjauan hukum Islam terhadap
arah kiblat dan fatwa secara jelas.

BAB III, bab ini menjelaskan tentang bagaimana respon pengurus
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah di Kabupaten
Banyumas terhadap Fatwa MUT Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat
yang meliputi profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, tanggapan pengurus

terhadap istinbdt hukum dan rekomendasi dalam Fatawa MUI, serta

3 Ibid, hal. 253.
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sosialisasi arah kiblat di Banyumas. Fokus kajian dalam bab ini dimaksudkan
untuk memaparkan temuan lapangan secara komprehensif.

BAB [V, bab ini memfokuskan pada uraian analisis data yang
meliputi pandangan pengurus Lembaga Falakiyah terhadap Fatwa MUI
Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat dan implementasi fatwa tersebut
berdasarkan data temuan di lapangan. Kajian dalam bab ini dimaksudkan
untuk menilai respon yang muncul dari Peagurus Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

BAB V, setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi
ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan serta saran-
saran yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas,
pada bagian terakhir skripsi ini terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar

riwayat hidup.



BAB II

ARAH KIBLAT

A. Arah kiblat dalam fikih

1. Pengertian
Kata al-giblah bentuk masdar terambil dari kata gabala-yaqbalu-
giblah yang berarti menghadap ke suatu tempat. Dalam Islam kiblat adalah
arah yang dituju umat Islam untuk menghadap ketika ia shalat yaitu
Ka‘bah.! Menurut Susiknan Azhari kata al-qiblah terambil dari akar kata
gabala-yagbulu yang berarti menghadap.2 Dalam Ensiklopedi Hukum
Islam, kiblat berasal dari kata gabala yagbulu al-makan yang berarti
menghadap ke suatu tempat yaitu bangunan atau arah yang dituju kaum
muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.’ Dalam Kamus Hukum,
kiblat diartikan arah yang mengarah ke Ka‘bah sebagai arah kaum
muslimin menghadap pada saat menunaikan shalat.’

Kiblat yang dimaksud tidak lain adalah arah bangunan Ka‘bah
yang berdiri di Makkah. Menurut Muhammad Ali as-Sabuni seperti yang
dikutip oleh Susiknan Azhari, makna Masjid al-Haram dalam firman Allah
SWT surat al-Baqarah ayat 144 dalam tradisi Arab setidaknya ada 4

pengertian: (a) Ka‘bah (b) Masjid al-Haram secara keseluruhan (c)

! Kementerian Agama Rl, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Kementerian Agama RI,
2009), I: 222.

2 gQusiknan Azhari, fimu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 39.

3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
[ : 9%4. |

* Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 218.
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Makkah al-Mukarramah dan (d) Tanah Haram secara keseluruhan.
Menurut As-Sabuni dari keempat pengertian tersebut adalah Ka‘bah.’

Menurut Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, pada pokoknya
kemanapun menghadapkan muka di kala shalat, yang kita hadapi adalah
wajah Allah, asal kita kerjakan dengan khusyu'. Tetapi kalau sekiranya
semua orang menghadap ke mana saja tempat yang disukainya, meskipun
yang disembah hanya satu, di saat itu juga mulailah perpecahan ummat
terjadi. Maka dalam shalat, tempat menghadapkan mukapun diatur
menjadi satu.’

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kiblat yang dimaksud

adalah bangunan Ka‘bah, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu ‘Abbas:

u»u:.;:,, Lol ot A e 06l L Bt Ehs

ey el e LB s 60 06 S B0l UG
- #
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“Telah menceritakan hkepada kami Ishaq bin Nasr berkata, telah
menceritakan kepada kami ‘Abd al-Razaq telah mengabarkan kepada
kami Ibn Juraij dari ‘Ata’ berkata, aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata,
"Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masuk ke dalam Ka ‘bah, beliau
berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau
keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua raka‘at dengan memandang
Ka'bah lalu bersabda: “Inilah kiblat”.

LR Y

s

T

-

* Susiknan Azhari, Pembaharvan Pemikiran Hisab....., hal. 83,

$ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar (Singapore: Kerjaya Printing
industries, 2003), hal. 328.

7 Abii “Abduliah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah al-
Bukhari, Sahih Bukhar! (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), Il: 119.
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Allah berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 150 :

L Ll

. ""‘ -’u’ .ot O T S S P T
_,;.-3 ‘)inrghi‘%:-} {:'IJ:A.“ ,L?‘_.....ll}h.:-&q:.-_, tj}i C—:rﬁn.‘.-::—af_’
R N L 7 e e J’l_ - .ln :5] ',.’f = 1 ,f - J;“-}
@ﬁ@l)ér‘du)bmiﬁlb@ﬂi\'!wr&bgu{dﬁ)@op

i 1K 1 1 1
“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah

Masjid al-Haram. dan dimana sqja kamu (sekalian) berada, maka
palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia
atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka
Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan
agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapa!
petunjuk’”.

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut bahwa “Darimana saja
engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Makkah, atau ke
Taif, atau Hunain, atau kemana saja, maka arahkan wajahmu ke sana.
Bukan hanya engkau, umatmu pun demikian. Dimana saja mereka berada,
di Makkah, atau Jakarta, atau dimana saja, di setiap daerah walau terasing
atau terpencil, mereka semua ketika shalat harus mengarah ke Ka‘bah.?

Dari beberapa pengertian di atas, kata kiblat semua tertuju pada
pengertian yaitu arah yang dituju umat Islam ketika melaksanakan ibadah-

ibadah tertentu yaitu Ka‘bah.

2. Hukum menghadap kiblat dalam shalat
Syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi keberadaannya
terlebih dahulu sebelum pelaksanaan peketjaan dan harus tetap terpelihara

selama pelaksanaan pekerjaan itu berlangsung. Syarat shalat berarti suatu

: Kementerian Agama RE, A/~Qur'an dan Tafsirnya....., | : 228,
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian ai-Our 'an (Jakarta:
Lentera Hati, 2000), hal. 334. Qur'an (
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hal yang harus dipenuhi keberadaannya sebelum pelaksanaan shalat dan
selama pelaksanaan shalat itu berlangsung. Para ulama membagi syarat
shalat menjadi dua macam; yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah
adalah syarat yang harus terpenuhi untuk menjamin kesahan shalat,
sedangkan syarat wajib adalah syarat yang menjadi patokan apakah
seseorang terkena kewajiban shalat atau tidak. Kedua syarat tersebut harus
terpenuhi. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka shalat tersebut tidak
sah.'

Menghadap kiblat dalam wacana fikih merupakan syarat sah
shalat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 144

dan 149:
P - - - B P z r'H- » ‘fﬂ -
SRl Glgry Jo b Al ALl LU § Sy S P W3
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“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka
sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”.

J;‘,. ‘," "& oo T P LT e ® e *, =
TR U F L RPT [REM  SACVES I JE SOy

- 4 e - -
RECHRAT 04 Gk
“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu
ke arah Masjid al-Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar
sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari
apa yang kamu kerjakan".

10 widvai ; ; .
Widyaiswara, Upaya Mengoreksi Arah Kiblat, (Online), (http://pusdiklatdepag.go.i
diakses 2 November 2010). pag.go.id,
11 K ementerian Agama Rl, Al-Qur‘an dan Tafsirnya.....,1: 17,
2 bid,, hal. 228.



Dengan demikian maka, menghadap kiblat merupakan salah satu
unsur atau syarat yang harus terpenuhi dalam shalat, kecuali dalam
beberapa hal. Perfamo, bagi mereka yang dalam ketakutan, keadaan
terpaksa, keadaan sakit berat diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada
wakitu shalat. Kedua, mereka yang shalat sunah di atas kendaraan." Hal ini
berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 239, dan hadis dari Jabir

ibn ‘Abdillah.

PRI AR S THE-A g ST, o VG 1 O
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“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil
berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka

sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada
kamu apa yang belum kamu ketahui”'.

ar a rB s Do & s 0 - or fo f‘;‘f
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'‘aim telah berkata, telah
menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Muhammad ibn
‘Abdu al-Rahman sesungguhnya Jabir ibn ‘Abdillah menceritakan
padanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW shalat sunnah, dan beliau
shalat sunnah, dan beliau sedang naik kendaraan yang tidak menghadap

kiblat”.

3. Ketentnan hukum menghadap kiblat
Pada saat mendirikan shalat, hal pertama kali yang harus

diketahui seorang muslim adalah kapan waktu shalat telah tiba dan kapan

13 gusiknan Azhari, flmu Falak......, hal. 50.

14 ¢ ementerian Agama RI, A/-Qur‘an dan Tafsirnya....., 1 : 352,

SAl-Imém Ab ‘Abdullzh Muhammad ibn Isma‘il ibn Tbrahim ibn al-Mugirah ibn
Bardazabah al-Bukhari, Sabif al-Bukhari....., 11 : 46.
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pula waktu shalat berakhir. Kedua, ia harus dapat menentukan arah untuk
menghadapkan wajahnya ke Ka‘bah sewaktu shalat.

Bagi orang-orang yang berada di sekitar Ka‘bah atau dekat
dengan Ka'bah tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan
arah kiblat dengan benar, tetapi bagi orang-orang yang jauh dari Ka‘bah
tentu akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiblat dengan
benar dan tepat. Kesulitan dalam menentukan arah kiblat tidak berarti
terhentinya ijtihad setiap orang untuk mencari arah kiblat dengan benar.
Imam al-Syafi‘i dalam kitab a/-Umm menjelaskan;

4 AT T a PR sl Ao Y I :.’o Lo AP R
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"Siapa yang berada pada suatu tempat di Makkah yang tidak dapat
melihat Rumah Suci itu atau berada di luar Makkah, maka tiada boleh
baginya, setiap kali bermaksud mengerjakan shalat fardu, meninggalkan
berijtihad pada mencari Ka'bah yang betul, dari petunjuk-petunjuk dari
bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah berhembusnya angin dan
setiap apa saja yang ada padanya, yang dapat menjadi petunjuk kepada
kiblat",
Pendapat Imam al-Syafi‘i tersebut didasarkan pada firman Allah

surat al-An‘am ayat 97 dan surat al-Nahi ayat 16 :

f‘ :o: opnf “,’ f”, . - '0’»1.‘! J"',; ,.,,
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6 Al-Imam Abi *Abdillah Muhammad ibn 1dris al-Syafiqi, al-Umm (Bairat: Dar al-Kutub
al-‘limiyyah, 1993), 1 ; 190.
" Kementerian Agama R1, A-Qur ‘an dan Tafsirnya....., I : 187,
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“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu
menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lawt.
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami)
kepada orang-orang yang mengetahui".

8 15 b D) S

-,

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-
bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”

Ibnu Hajar al-*Asqalani dalam kitab Fath al-Bari : Syarh Sahih
al-Bukhari, mengatakan :
o3 e Sy K T e 30 s KD oy iy 5
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Kata (A1 »32) merupakan ketetapan hukum terhadap perpindahan
kiblat yang sebelumnya Bait al-Magqdis ke arah kiblat yang baru yaitu
Ka‘bah. Penjelasan di atas juga menunjukkan keutamaan Ka‘bah sebagai
kiblat bagi semua orang yang dapat melihat Ka‘bah, bukan Tanah Haram,
bukan Makkah, dan bukan pula masjid-masjid yang ada disekeliling

Ka‘bah.

'8 fbid, V : 291.
' Ahmad ibn *Alf ibn Hajar al-*Asqalari, Fathul Barf : Syarah Sahih al-Bukhdri (Bairit :
Dar al-Fikr, 1997), 11 ; 60. ’
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Imam al-Syafii dan Ibnu Hajar al-‘Asqalani mengemukakan
bahwa Ka‘bah menjadi patokan utama seorang yang sedang melaksanakan
shalat tidak boleh lepas dari arah Ka‘bah. Apabila dalam keadaan tidak
dapat melihat Ka‘bah secara langsung maka harus melakukan ijtihad
dengan betul.

Sementara Kementrian Agama RI memberikan penafsiran
terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 144 disebutkan arah
Masjidil Haram, bukan Ka‘bah, sebagai isyarat yang membolehkan kita
menghadap “ke arah Ka‘bah” pada waktu shalat apabila Ka‘bah itu jauh
letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat. Sebaliknya, jika kita dekat
dengan Ka‘bah, maka kita menghadap Ka‘'bah pada waktu shalat. Jadi
tidak diwajibkan menghadap ke bangunan Ka‘bah, kecuali orang-orang
yang melihatnya.?’

Berdasarkan pendapat para ulama di atas maka dapat diambil
kesimpulan bahwa antara ‘ain al-Ka'bah (melihat Ka‘bah langsung)
dengan jihat al-Ka‘bah (tidak melihat Ka‘bah secara langsung) tidak
pernah lepas dari sebuah proses ijtihad. Yang diwajibkan dalam keadaan
‘ain al-Ka'bah maka seseorang harus melihat Ka‘bah terlebih dahulu
kemudian menghadapkan wajahnya ke Ka‘bah, kecuali bagi shalat
jama‘ah dengan saf yang panjang. Sedangkan dalam keadaan jihat al-
Ka ‘bah maka seseorang harus berupaya untuk menentukan arah Ka‘bah

dengan sungguh-sungguh.

* Kementerian Agama Rl, al-Qur‘an dan Tafsirannya....., | : 225.
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Jihat al-Ka'bah bukan berarti proses penentuan atas dasar dugaan
semata. Meskipun dafam kondisi tidak dapat melihat Ka‘bah secara
langsung, seseorang harus melakukan proses ijtihad seperti dengan cara
melihat posisi bintang-bintang sebagai penunjuk kemana arah yang akan
ditentukan. Perkembangan [lmu Pengetahuan dan Teknologi semakin
memudahkan dalam proses penentuan arah kiblat. Di antara teori yang
banyak digunakan dalam penentuan arah kiblat adalah dengan cara teknik
bayang-bayang matahari dan aplikasi teori segitiga bola (spherical
trigonometry), serta berkembangnya alat-alat bantu pengukur arah yang
semakin canggih dengan tingkat akurasi yang tinggi seperti theodolit,

kompas digital, GPS (global Positioning system), den lain-lain.

B. Praktik mengukur arah kiblat

Arah kiblat dalam Islam sudah ditentukan yaitu harus menghadap ke
Masjid al-Haram (Ka‘bah). Seyogyanya arah ini ditentukan/ dihitung dengan
teliti untuk kesempurnaan ibadah. Sebab bergeser sedikit saja dari arah yang
sebenarnya maka berarti tidak lagi menghadap ke Masjid al-Haram, Apabila
letak geografis Indonesia ditarik ke arah barat sejati maka akan menuju ke
Somalia Selatan, Kenya, dan Tanzania sesuai letak geografis masing-

masing.?*
Penentuan letak Ka‘bah sebagai kiblat umat Islam da‘lam ibadah-

ibadah tertentu dapat ditentukan dengan teknik pengukuran langsung (bayang-

*! Lampiran Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.
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bayang matahari) atau dengan teori hisab. Dalam ilmu falak alat-alat modern
sebagai penunjang ilmu ini terus dikembangkan para ilmuwan guna
memudahkan teknik ukur dengan akurasi yang tinggi. Alat-alat pengukur dan
penunjuk arah kiblat modern yang berbasis satelit seperti GPS dan kompas
digital semakin memudahkan umat Islam untuk lebih tepat menentukan arah
kiblat tempat shalat mereka.

Arzh kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar
yang melewati kota Makkah (Ka‘bah) dengan tempat kota yang
bersangkutan, Dengan demikian, tidak dibenarkan, misaikan orang-orang
Jakarta melaksanakan shalat menghadap ke arah timur serong ke selatan
sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak
yang paling dekat ke Makkah bagi orang-orang Jakarta adalah arah barat
serong ke utara sebesar 24°12'13.39” (B-U).” Bila garis yang
menghubungkan tempat di mana kita berada dengan Ka‘bah diteruskan maka
garis itu akan bersambung kembali sehingga membentuk lingkaran. Jarak
terdekat di garis itulah yang menjadi arah kiblat.

Pengukuran arah kiblat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengukuran dengan bayang-bayang matahari
Teknik mengukur arah Kiblat dengan bayang-bayang matahari ini
memiliki dua cara, yaitu:
a. Menghitung waktu terjadinya bayang-bayang matahari di waktu bebas

(kapan saja).

% Muhyiddin Khazin, fimu Falak dalam Teori dan Prakiek (Yogyakarta: Buana Pustaka,

2004), hal. 50.
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Unsur-unsur yang diperlukan dalam teori ini adalah sebagai
berikut:

Az = Azimuth arah kiblat, yakni besamya sudut yang dihitung dari titik
Utara ke arah Barat atau Timur sampai garis yang menuju arah
kiblat. Sehingga :

Jika Arah kiblat U ke B / T maka Az = 00° + Arah kiblat.
Jika Arah kiblat S ke B / T maka Az = 180" - Arah kiblat.
Jika Arah kiblat B / T ke U maka Az = 90" - Arah kiblat.
Jika Arah kiblat B / T ke S maka Az = 90° + Arah kiblat.

a = jarak antara kutub Utara dengan Deklinasi mala..hari diukur

sepanjang lingkaran deklinasi.
Besarnya a ini dihitung dengan rumus a = 90° - §,

b = yaitu jarak antara kutub utara langit dengan Zenit.
(besarnya zenith = besarnya Lintang Tempat atau ¢).
Besarnya b ini dihitung dengan rumus b =90 - ¢

MP= Meridian Pass yaitu waktu pada saat matahari tepat di titik
kulminasi atas atau tepat di meridian langit.

MP ini dihitung dengan rumus MP =12 - ¢
Intr= Interpolasi Wakitu, yakni selisih waktu antara dua tempat (misalnya

waktu setempat dengan wakiu daerah, misalnya WIB).

Intepolasi Waktu = (A —2Ad) : 15

Keterangan : Ad WIB = 105°

Ad WITA 120°



Ad WIT = 13§°
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Bayang-bayang kiblat dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Cotan P =co0s b tan Az

Cos (C-P) = cotan a tan b cos P

C =(C-P)+P

Bayangan = C:15+MP
Keterangan :

P = Sudut Pembantu

C = Sudut waktu matahari.

Contoh : Bayangan arah kiblat untuk Purwokerto pada tanggal 02 Mei.

Data: Lintang Tempat ()

Bujur

Arah kiblat
Deklinasi matahari (5)

Equationof Time (&)

Unsur:
Az
a
b
MP
Intr
Cotan P

Cotan P

-07° 28 00” (LS)

i

109° 13° 00” (BT)

24° 54’ 37" (B-U)

15° 28’ 027

u

00° 03’ 027

90° — Arah kiblat = 90° - 24° 54° 37"

90° - §, = 90°-15°28’ (2~
90° - $ = 90°- (-07° 28")
12-¢ = 1200 03™ 024
(A—AD}:15 = (109° 13’ - 105):
cos b (x) tan Az

cos 97° 28’ (x) tan 65° 05’ 23"

-74° 22’ 027

15

65° 05 23”
74° 31° 58”
97° 28’

11° 56’ 58

00° 16’ 527
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Cos(C-P) = cotana (x)tan b(x)cos P
Cos (C-P) = cotan 74" 31” 58" (x) tan 97° 28’ (x) cos - 74° 22 027
= 124°40°33"
(C-P) = 124°40°33”
C = (C-P)+P
C = 124°40°33" +-74°22° 027
C = 50°18°31"

Bayangan = C:15+MP
Bayangan = 50°18°31”: 15+ 11" 56’ 58”
= 15°18°12”
Interpolasi = 00°16° 52-
15°01°20"" (WIB)
b. Mengukur secara langsung di waktu-waktu tertentu.
Pada waktu tertentu matahari akan berada persis di atas
Ka’bah. Matahari akan berada di atas Ka’bah berlangsung selama dua ‘
kali dalam setahun, yaitu:
1. 28 Mei (jam 11 57™ 167 LMT atau 09’ 17™ 56° GMT)
2. 16 Juli (am 12’ 06™ 03¢ LMT atau 09’ 26™ 43¢ GMT)
Apabila dikehendaki dengan waktu yang lain maka waktu
GMT tersebut harus dikoreksi dengan selisih waktu di tempat yang
bersangkutan (misalnya WIB selisih 7 jam dengan GMT).
Contoh : Tanggal 28 Mei = 09 17™ 56! GMT + 7 jam = 16/

17" 56¢ WIB
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‘Tanggal 16 Juli > 09 26™ 43° GMT + 7 jam = 16/
26™ 43° WIB
Pada wakiu-waktu tersebut setiap benda yang terkena sinar
matahari akan memiliki bayangan yang mengarah ke arah Ka’bah
asalkan benda tersebut berada di tempat yang mengalami masa siang
yang sama dengan Ka’bah. Bila kita mau mengukur arah kiblat di
waktu-waktu tersebut, kita cukup mempersiapkan sebuah tongkat, tali,
dan pasak atau paku. Pasangiah tongkat di tempat terbuka. Bila
matahari bersinar di waktu-waktu tersebut, dan bayangan tongkat
sudah nampak jelas, tinggal ditarik garis lurus dengan tali. ltulah arah
kiblatnya.
2. Pengukuran dengan Teori Segitiga bola (Sperichal Trigonometry)

Mengingat bahwa setiap titik di permukaan bumi ini berada di
permukaan bola Bumi maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan
Ilmu Ukur Segitiga Bola (Sperichal Trigonometry). Untuk melakukan
perhitungan dan pengukuran arah kiblat di suatu tempat, diperlukan data-
data letak tempat yang ditandai dengan Lintang Tempat dan Bujur Tempat |
yag bersangkutan. Untuk menentukan Lintang Tempat dan Bujur Tempat
sekurang-kurangnya ada lima cara yaitu: 1) Melihat dalam buku-buku, 2)
Menggunakan peta, 3) Menggunakan tongkat istiwa, 4) Menggunakan

theodolit, 5) Menggunakan GPS (Global Positioning System).
Untuk perhitungan arah kiblat dengan menggunakan teori

segitigabola, ada 3 buah titik yang diperlukan, yaitu:
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a. Titik A, terletak di Ka‘bah (¢ = +21° 25" (LU) dan & = 39° 50° (BT)).
b. Titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya.
¢, Titik C, terletak di titik kutub utara.

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena
titik A tepat di Ka‘bah dan titik C terletak di kutub utara. Sedangkan titik
B senantiasa berubah tergantung pada tempat mana yang akan dihitung

arah kiblatnya.

1»

c
B
Dengan gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud
dengan perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk
mengetahui berapa besar nilai sudut B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a
dan sisi ¢.

Perhitungan arah kiblat dapat menggunakan rumus sebagai

berikut:

CotanB=sina(x)cotanb (:)sin C(-)cosa(x)cotan C

Dengan rumus di atas diperlukan 3 unsur, yaitu:
[a] adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang
melewati tempat/ kota yang dihiting arah kiblatnya, sehingga dapat

dirumuskan:

a=90° — ¢ kota ybs
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[b] adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang

melewati Ka‘bah (= 21° 25°), sehingga dapat dirumuskan:

b=90° - 21° 25’

(sisi b ini harganya tetap, yaitu 68" 35’}

[C] adalah jarak bujur atau Fudut Tulain, yakni jarak antara bujur tempat
yang dihitung arah kiblatnya dengan bujur Ka‘bah (39° 507), '
schingga:

e Jikad=00" 00’ s/d 39° 50’ BT maka C =39° 50" -

o Jikad=39" 50" s/d 180" 00’ BT maka C = - 39" 5¢°
o Jika)=00" 00’ s/d 140° 10’ BB maka C = +39° 50°
s Jika A = 140° 00" s/d 180° 00' BB maka C =39° 50" -}

Sebagai contoh, misalnya menghitung arah kiblat untuk kota

Purwokerto.
Data: 1. Ka‘bah . Lintang = 21°2% (LU)
Bujur = 39°50’ (BT)
2. Purwokerto Lintang = 07728 (LU)
Bujur = 109" 13’ (BT)
Unsur : 1. a = 90° -(-07° 28’) = 9728
2.b = 90°-21°2% = 68° 35
3.C=109"13°-39°50° = 69°23
Perhitungan :

Cotan B = sin 97° 28’ x cotan 68° 35" : sin 69° 23’ - cos 97°
28’ x cotan 69° 23’

B = 65°05’23”
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Dengan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa arah kiblat
kota Purwokerto adalah 65° 05° 23” dari titik Utara (sejati) ke arah Barat

atau 24" 54° 37"dari titik Barat ke arah Utara.

. Alat bantu pengukur arah kiblat

Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan
pengukuran arah kiblat di suatu lokasi.

a. Kompas Magnetis

Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan
kompas magnetis. Tetapi perlu diketahui bahwa kompas magnetis itu
mempunyai banyak kelemahan. Paling kurang ada dua kelemahan
utama dari kompas magnetis yaitu :

1. Kompas magnetis ini peka terhadap benda-benda logam yang
berada disekitarnya.

9. Kutub utara magnit yang merupakan alat utama dalam kompas itu,
tidak selalu berhimpit dengan kutub selatan bumi, sehingga
"penunjukkan kompas tidak selalu tepat menunjukkan arah utara-
selatan. '

b. Menggunakan bayang-bayang

1. Cocokan jam yang akan dipakai dalam pengukuran ini dengan
waktu standard di wilayah yang bersangkutan.

2. Tegakkan sebuah tongkat (kayu, bambu, atau besi) yang lurus,
sepanjang 1,5 M tegak lurus dengan bumi. Untuk meyakinkan

tongkat itu tegak lurus, uji dengan benang.
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3. Tunggu jam yang ditentukan. Kemana arah bayang-bayang
tongkat itulah arah kiblat yang dicari.
¢. Menggunakan tongkat [stiwa
Pengukuran dengan cara ini akurasinya sangat kecil, karena
hanya sampai derajat, sedangkan menit dan detiknya tidak bias
ditunjukkan olch busur derajat.

d. Menggunakan Thecdolit

Pada dasarnya untuk menentukan arah Kkiblat kita harus
menentukan arah mata angin (UTSB) terlebih dahulu, baik dengan
kompas atau dengan tongkat istiwa. Cara yang lebih teliti lagi untuk
mencari arah mata angin ini adalah dengan menggunakan Theodolit.
Dengan theodolit akurasi pengukuran lebih teliti dengan pengukuran
derajat, menit, dan detik.

C. Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Teatang Arah Kiblat

Setidaknya terdapat beberapa hal substansi dalam fatwa tersebut

adalah sebagai berikut :

¢ Pertimbangan
{. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat

tentang arah Kkiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kkiblat, yang pada bagian Ketentuan
Hukum Nomor 3 disebutkan: “Letak geografis Indonesia yang berada
di bagian timur Ka‘'bah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia

adalah menghadap ke arah barat”;
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2. Bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di
masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta
pertanyaan mengenai  keabsahan shalat yang arah kiblatnya
menghadap ke barat laut;

3. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk
dijadikan pedoman bagi masyarakat.

¢ Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka‘bah adalah
menghadap ke bangunan Ka‘bah (“ain al-Ka ‘bah).

2. Kiblat bagi orang orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka‘bah
adalah arah Ka‘bah fihat al-Ka 'bah).

3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan
posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

¢ Rekomendasi

“Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata

ulang safnya tanpa membongkar bangunannya”.

Untuk kelengkapan Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang

Arah Kiblat lihat lampiran.
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D. Kedudukan Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

1. Fatwa dalam fikih
Al-Qur'an dan hadis pada dasamya masih bersifat global,

sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam
mengetahui duduk persoalan sebenamya. Al-Qur‘an dan hadis Rasulullah
masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah
yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bérsifat Zannj,
Adapun dalil-dalil yang gaf'7 pun ada yang berpendapat masih perlu
penjabaran dan analisis yang mendalam. Sepanjang tidak keluar dari
aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukan oleh ketentuan-
ketentuan (kaidah) yang berlaku.?

Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang
mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan
seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Fatwa keagamaan dalam fikih Istam tentu
sangat berkaitan erat dengan ijtihad yang telah dihasilkan oleh para
ulama/fikih Islam.

1. Pengertian
Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-
fatwa dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti petuah, nasihat,
jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal

opinion. Fatwa secara literatur berasal dari kata gl-fata (,dY) yang

2 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003), hal. 27.
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berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.?* Dalam Ensiklopedi
Hukum Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu
hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak
mempunyai daya ikat. Kamal Muchtar mengartikan fatwa adalah
jawaban atau ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya adalah
ketetapan atau keputusan tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang
dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.?’
2. Dasar hukum
Dasar hukum fatwa terdapat dalam al-Qur‘an maupun hadis.
Diantaranya adalah sebagai berikut;
Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 43:
a2 One & il o i 2 ol o Sl 0
) .,(_-.—-os-‘éy,yﬁec.—-LSJq!, JG3
- - A . . ?"”.J ‘b v et - 4 ot
l.g‘ijll ,:'-5 Oj U‘-.uj 3 L;_,;'.al S L’f._rl; }:“"‘“,’-L‘ J,-t_,;.a:- 3:',.'_!’._...’.
26 - Mol
~l A
“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):
"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang
gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus
dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang
kering.” Hai orang-orang yang lerkemuka: "Terangkanlah

kepadaku tentang 1a'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan
mimpi.”

2 yeni Salma Berlinti, Kedudukan Farwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl, 2010), hal,

25 Kamal Muchtar, Ushul Figh (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 177.
2 K ementerian Agama RI, ALQur‘an dan Tafsirnya....., IV : 533.
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Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 159 :

EN- - os @ P Pl P P VP .‘ @
Gt AR PP R PR VIV S

|
27y e L4ty i gl iyl i
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (vang jelas) dan
petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-
Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua
(mahluk) yang dapat melaknati”.
3. Syarat-syarat mufti dan fatwa
Berijtihad tidak mungkin dilakukan oleh seluruh kaum
muslimin, karena kemampuan mereka bertingkat-tingkat. Hanya
orang-orang tertentu yang inemiliki syarat-syarat tertentu untuk
berijtihad. Karena itu melakukan ijtihad tidak dapat ditetapkan
sebagai fardu ‘ain bagi seluruh kaum muslimin. Syarat-syarat
seorang mufti yaitu (1) balig, berakal, dan merdeka; (2) adil; (3)
memenuhi kapasitas scbagai seorang mujtahid atau memiliki
kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Kaitannya dengan
syarat adil setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
yaitu:
a. Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh adil. Apabila
fatwanya itu diambi! dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka
ia harus memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih

berorientasi pada kemashlahatan.

¥ rbid, 1: 236.




38

b. Apabila mufii tersebut mempunyai kapasitas ilmiah untuk
mengistinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum
dari nag dengan mempertimbangkan realitas yang ada.

c. Fatwa itu tidak mengikuti kehendak al-mustafii, tetapi
mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan

28

kemashlahatan umat manusia.

4, Fatwa sebagai sumber hukum

Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja
tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama.
Sebagai hasil pemikirén manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam
ijtihad, karena penguasaan ushul figh dan syarat-syarat mufii juga
harus terpenuhi.

Apabila melihat pada praktik peradilan di Indonesia,
khususnya di lingkungan Peradilan Agama, fatwa dapat dimasukkan
ke dalam pendapat ahli hukum. Fatwa yang merupakan pendapat-
pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan dapat dijadikan
sebagai suatu surnber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi
hakim untuk menyelesaikan perkara padanya. Penggunaan fatwa
dapat dijadikan sebagai sember hukum antara lain karena:

a. Isi fatwa didasarkan pada syariah Islam dengan menggunakan

ketentuan ushu! figh dalam menetapkan hukum.

28 yeni Salma Berlinti, Kedudukan Fatwa Dewan ...... , hal. 68,
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b. Fatwa dibuat oleh mufif yang telah memenuhi syarat, schingga
pendapat-pendapat yang dikembangkannya adalah tidak
sembarangan.

c. Isi fatwa tersebut adalah sesuatu yang tidak atau belum diatur
dalam suatu hukum yang mengikat. Apabila isi fatwa tersebut
mengatur sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang
mengikat (perundang-undangan), maka harus dipertimbangkan
secara Kkontekstual terhadap nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan yang
ada dalam menetapkannya pada perkara padanya.?’

5. Metode penetapan fatwa
Setelah Rasulullah wafat, pertanyaan dari masyarakat
mengenai ajaran [slam tetap terus hadir sesui dengan peristiwa yang
terjadi pada setiap masanya. Pada masa sahabat (khalifah), adalah
menjadi tugas para sahabat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang ada. Ketika dakwah Islam itu tersebar dan perluasan daerah

Islam Rasulullah mengizinkan sebagian sahabat untuk berfatwa.>

Membiarkan umat dalam kebingungan tidak  dapat
dibenarkan. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera
memberikan jawaban akan kepastian ajaran Islam berken;mn dengan
persoalan yang mereka hadapi. Hal tersebut sejalan dengan firman

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 159 :

2 rbid, hal. 98.
: 30 1pid. hal. 76.

o
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“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan
petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-
Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua
(mahluk) yang dapat mela‘'nati.”

Pendapat yang diberikan oleh mufii sebagai jawaban atas
pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dengan
tetap pada jalur ketentuan Islam. Meskipun demikian, banyak
dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mewajibkan
mustafif untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak mengikat secara
hukum baik bagi mustafif maupun bagi masyarakat muslim secara
umum.

Proses pembuatan fatwa (iffa’) itu sendiri haruslah
menggunakan metode-metode penetapan hukum. Adapun metode
penetapan fatwa yang digunakan MUI adalah sebagai berikut:

a. Sebelum fatwa ditetapkan hendakiah ditinjau terlebih dahulu
pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu‘tabar tentang
masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut
dalil-dalilnya.

b. Masalah yang jelas hukumnya hedaklah disampaikan
sebagaimana adanya.

¢. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan maZhab,

maka:

3' g ementerian Agama R1, 41-Qur‘an dan Tafsirnya....., 1 : 236.
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1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik
temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui
metode al-jam ’u wa al-taufig; dan

2. Jika usaha titik temu tidak berhasii dilakukan, penetapan
fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode mugaranah
dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Figh Mugqaran.

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di
kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad
jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta’'lili (giyasi, istihisani,
ilhaqi), istislahi, dan sadd al-zari‘ah.

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemashlahatan
umum (masdlih ‘ammah) dan maqasid al-syari‘ah.’?

6. Status Hukum Fatwa
Menurut Ma‘ruf Amin seperti yang dikutip Yeni Salma

Berlinti terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu;

a. Fatwa bersifat responsif. la merupakan jawaban hukum (legal
opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau
permintaan fatwa (based or demand). Pada umumnya fatwa
dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan
peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.

b. Darsi segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal

opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa

32 Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakanta: Majelis Ulama
Indonesia, 2010), hal. 5.
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(mustafii), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas
tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.
Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana
putusan pengadilan (gada). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu
tempat berbeda dengan fatwa mufii lain di tempat yang sama.
Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi
keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih jika ia

diadopsi menjadi hukum positiffregulasi suatu wilayah tertenu.”’

2. Status Fatwa MUI Nomor : 05 Tabun 2010 Tentang Arah Kiblat di
Indonesia

Fenomena aktual yang terjadi pada tahun 2010 adalah fenomena
arah kiblat masj id-masjid di indonesia yang masih banyak tidak mengarah
ke Ka‘bah sccara tepat dan beredarnya informasi dalam masyarakat
bahwa pandangan terhadap gempa bumi yang telah melanda sebagian
besar wilayah Indonesia yang akan menggeser posisi daratan. Atas dasar
ini, MUI méngeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2010 dan kemudian direvisi
dengan dikeluarkannya fatwa MUI nomor 5 tahun 2010.

Keluarnya dua Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tentang arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia, perlu disikapi dengan
pendekatan sosial dan budaya. Hal ini mengingat penunjukkan arah kibla£

yaitu pada arah barat dan barat laut dalam kedua fatwa tersebut berkaitan

1 yeni Salma Berlinti, Kedudukan Fatwa Dewan ..., hal. 65.
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erat dengan makna sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat
Indonesia.*

Maijelis Ulama [ndonesia (MUI) meralat fatwa bahwa arah kiblat
tidak ke arah barat, namun ke arah barat laut. MUl mengimbau para
pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk menera ulang arah kiblat
mulai Rabu-Sabtu, 14-18 Juli pukul 16.27 WIB (sebelumnya tertulis
Jumat 17 Juli pukut 16.28 WIB). “Daerah mana pun yang mampu
menerima sinar Matahari pada jam itu, kita bisa sederhana menera arah
kiblat. Arah lawan bayangan itulah arah kiblat berada, karena jam it
posisi Matahari tepat berada di atas Ka‘bah,” ujar Sekretaris MUI, Secara
otomatis konsekuensi tentang kiblat kita minta kepada masyarakat muslim
pengurus masjid menera ulang melalukan ijtihad sederhana menentukan
arah kiblat. Yang paling penting seandainya arah masjid kurang pas, tidak
serta merta membongkar masjid, tinggal geser saja sajadahnya”.”

Status hukum fatwa tidak bisa mengikat terhadap umat muslim
manapun, kecuali fatwa tersebut telah diadopsi menjadi hukum positif
sehingga mengikat secara pasti. Meskipun fatwa tersebut tidak mengikat,
Pada umumnya umat belum mengetahui secara mendalam tentang isi
yang terkandung dalam pernyataan al-Qur‘an dan hadis. Oleh karena itu,
dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang

konkret dan bertanggung jawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan

3 yuli Andriansyah, Diskusi Fatwa Arah Kibilai, (online), hitp://Faculty-of-Islamics-

Studies-UlLco.id, diakses tanggal 15 Desember 2010.
3 arland, Fatwa Baru MUI . Arah Kiblat Baral Laut, (online), http:/fwww.mail-

archive_mmfmencintai-islam@yahoogroups.comfmng??OB.hunl, diakses pada tanggal (2
Desember 2010.
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merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan
umum. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia
(khususnya umat Islam) dalam pemahaman, penalaran ajaran-ajaran

Islam, dan bagaimana aplikasinya.’®

% Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa....., hel. 27.
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RESPON PENGURUS LEMBAGA FALAKIYAH

NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS

TERHADAP FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.

Nahdlatul Ulama Banyumas

a.

Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama Banyumas

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan
(jam’iyyah  diniyyah Islamiyyah) yang berhaluan ahlussunnah wal
jama‘ah (Aswaja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926
M, atau 16 Rajab 1344 H, oleh ulama yang berhaluan ahlusunnah wal
jama ‘ah, sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah di dalam tugas
memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam
‘ald mazhabihil arba ‘ch sebagai rahmat bagi alam semesta.

Semangat uniuk merdeka dari penjajahan belanda dan jawaban
atas gerakan “modernisasi” yang mengancam kelangsungan tradisi
ahlusunnah wal jama'ah. Kelahiran NU diawali dengan Nahdatut Tujjar
(1918) yang muncul sebagai lambing gerakan ekonomi pedesaan, disusul
dengan munculnya Taswirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan
kebudayaan; Nahdatul Watan (1924) yang merupakan gerakan politik

dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung
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oleh tiga pilar utama yaitu : (a) wawasan ekonomi kerakyatan. (b)
wawasan keilmuan, sosial budaya; dan (¢) wawasan kebangsaan.
Nahdlatul Ulama Banyumas memiliki dua cabang yaitu di
Sokaraja yang didirikan oleh Kiai Muhammad Mudatsir, dan di
Purwokerto yang didirikan oleh Kiai Masruri. Kemudian pada
perjalanannya, pada tahun 1993 kedua cabang tersebut digabung menjadi

satu yang berkedudukan di Purwokerto.

. Visi dan Misi

Visi NU adalah : Terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang
berkeadilan dan demokratis atas dasar aliran Islam Ahlussunnah v»:al

Jama“ah.

Untuk mewujudkan visi itu, maka NU mengemban misi, yang
memiliki dua sisi yaitu : (a) mengupayakan sistem perundang-undangan
dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin wujudnya tatanan
kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. (b) melakukan
pemberdayaan kepada masyarakal.

Struktur Organisasi
Susunan pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas

periode 2007 — 2012 adalah sebagai berikut :

Penaschat : 1, Drs. KH. Manshur Mu‘thi al-Kaff
2. K. Samsul Qodri

Ketua : KH. Moch Zuhdi

Wakil Ketua : Drs. H. Slamet Turhamun, M. Ag

Sekretaris : Marwadi, M. Ag
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Wakil Sekretaris + Aris Nurrohman, S. Hi, M. Hum
Bendahara : Drs, Qoribun
'Q Adapun susunan lengkap organisasi PCNU Banyumas periode

2007 — 2011 dapat dilihat pada lampiran.

3. Muhamammadiyah Banyumas
a. Sejarah berdirinya Muhammadiyah di Banyumas

Qalah satu faktor berdirinya persyarikatan Mubammadiyah di
Purwokerto adalah suasana religi masyarakat muslim purwokerto yang
cenderung diliputi oleh suasana mistis dan bercampur-baurnya praktik-
praktik bid’ah, khurafat, dan takhayul, padahal Muhammadi-yah
merupakan organisasi Islam yang ingin mengembalikan agama Islam
bersumber pada aslinya, yaitu al-Qur‘an dan Hadis.

Kepengurusan Persyarikatan =~ Muhammadiyah = Cabang
Purwokerto di bentuk pada tahun 1921 M, yaitu pada waktu kunjungan
KH. Ahmad Dahlan ke Purwokerto yang kedua. Kemudian pada tanggal 9

Oktober 1921 pengurusan Persyarikatan Muhammadiyah Cabang

Purwokerto mengusulkan  untuk  menetapkan  persyarikatan

Muhammadiyah yang ada di Purwokerto. Satu tahun kemudian, yaitu pada

tanggal 15 November 1922, KH. Ahmad Dahlan meresmikan

persy catan Muhammadiyah di Purwokerto menjadi cabang
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persyarikatan Muhammadiyah yang diketuai oleh K. Ma’ruf. Alamat
sekretariat sekarang di Jalan dr. Angka No. 1 Purwokerto.
. Amal usaha Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto berjuang
dengan gigih untuk membuktikan dirinya sebagai organisasi Islam
Modern yang tetap berpegang teguh pada al-Quran dan Sunnah
Rasulullah SAW. Terutama berkhidmat pada pencapaian dan dakwah

amar ma‘ruf nahi mungkar yang menjadi motto Muhammadiyah, sebagai

realisasi surat Ali ‘Imran 104:

wadfy KEh a6y oy byl s ) b ik 15

O pedinl b
“Hendaklah ada diantara kamu, umat yang menyerukan kepada
kebaikan, menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang mungkar. Dan itulah

orang-orang yang menang. N

Pada periode awal, amal usaha Muhammadiyah masih terbatas
pada surau atau langgar untuk menyelenggarakan aktifitas peribadatan,
pengajian, dan pengajaran (Sekolah Arab). Kemudian berkembang dengan
mendirikannya lembaga-lembaga formal. Sekolah-sekolah yang berhasil
didirikan pada periode awal antara lain: HIS Met den Qur’an (1926), Mulo
Muhammadiyah (1934) dan Madrasah Wustho Mu’alimin (1936).
Aktifitas dalam bidang kepanduan antara lain adanya HizbulWathon

(HW) telah mengantarkan warga Muhammadiyah ikut andil dalam
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perjuangan pergerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka, yang
masuk ke PETA, Masyumi atau Hizbullah.
¢. Struktur organisasi
Susunan pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas

periode 2010 — 2015 adalah sebagai berikut :

I. Ketua : H. A. Kahar Muzakki

2. Sekretaris : Ahmad Husain, S. Ag

3. Wakil Sekretaris : Wahyudin, S. Ag, M. Si
4. Anggota : H. Muhibbin Bakhrun, Lc

Drs. Syufaat, M. Ag

Farid Mubarok, Le¢

Drs. Wage F. Syah, M. Ag
Tsalitsul Khiyar, Lc
Syamsudin, S. Ag

Drs. Chairul Anam
Ahmad Fauzan, Lc

Adapun susunan lengkap PDM Banyumas periode 2010 — 2015

dapat dilihat pada lampiran.

B. Hasil Penelitian

Arah Kiblat memang menjadi masalah yang cukup serius di kalangan
masyarakat terutama dikaitkan dengan pandangan bahwa gempa bumi akan
menggeset posisi daratan sehingga arah kiblat senantiasa berubah. Drs. Sofwan
Jannah, M.Ag., dosen Prodi Syariah Ull dan juga Ketua Pusat Konsultasi dan
Bantuan Hukum Islam (PKBHI) mengatakan hal tersebut tidak perlu
dikhawatirkan, mengingat secara alamiah bumi memang bergerak namun tidak

sampai merubah secara frontal posisi Kiblat. la mencontohkan posisi Indonesia

terhadap Kiblat berubah hanya dalam hitungan mili setiap tahunnya, sehingga
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perlu waktu yang panjang sampai merubah arah kiblat. Bagi Sofwan, aspek
penting yang harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya
mengetahui arah kiblat secara benar mengingat saat ini sejumiah teknologi
memungkinkan hal tersebut. |

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia khususnya Fatwa MUI
Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat mendapat tanggapan dari berbagai
kalangan masyarakat di berbagai daerah karena memang dalam masyarakat,
permasalahan arah kiblat merupakan hal yang serius da!am ibadah shalat. Dalam
hal ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai respon yang diberikan
pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul ulama dan pengurus Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah Banyumas. Tidek lain halnya di Banyumas, fatwa MUI
tersebut tentu tidak lepas dari koreksi masyarakat Banyumas untuk menilai,
menelaah, dan mengamalkan fatwa tersebut. Fatwa ini merupakan berkaitan erat
dengan ilmu hisab, karenanya tidak semua orang dapat memahami fatwa ini
secara langsung. Atas dasar tersebut, penulis melakukan sebuah penggalian
mengenai respon yang muncul dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas karena lembaga tersebut khusus menangani
permasalahan yang berhubungan falakiyah.

Latar belakang pendidikan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama

dan Mubammadiyah Banyumas secara keseluruhan berbasis syari‘ah, tetapi tidak

! yuli Andriansyah, Diskusi Fatwa Arah Kiblat, (online), http://Faculty-of-Islamics-Studies-
Ull.co.id, diakses tanggal 15 Desember 2010.
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seluruh pengurus lembaga ini menguasai kajian ilmu falak baik secara syar‘i
maupun teknik pengukuran arah kiblat. Oleh karena itu, penulis mengambil
informan-informan yang benar-benar berkompetensi dalam bidang ilmu falak
khususnya arah kiblat.

Sebagai ahli falakiyah dan sekaligus sebagai tokoh masyarakat, mereka
mempunyai andil yang besar terhadap penyelesaian arah kiblat karena mereka
memang mempunyai kompetenéi dasar baik dari segi pertimbangan syari‘ah
maupun ilmu kemasyarakatan. Indikator-indikator atau sinyal yang datang dari
ahli falakiyah ini diharapkan menjadi sebuah titik awal penyelesaian atau follow
up untuk permasalahan arah kiblat yang dihadapi khususnya di daerah Banyumas.
Setidaknya terdapat 4 (empat) item pokok yang menjadi acuan dalam hasil
penelitian ini yaitu :

1. Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah Banyumas terhadap istinbat dan putusan hukum dalam
Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat .

Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat merupakan
fatwa MUI yang telah direvisi dari fatwa sebelumnya yaitu Fatwa MUI
Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Keluarnya Fatwa MUI Nomor :
05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat didasarkan pada pertimbangan akan
beredarnya isu dalam masyarakat yang mengatakan bahwa arah kiblat telah

bergeser akibat pergeseran lempeng bumi sehingga masyarakat-menjadi resah.
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Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat
dalam Fatwa MUI Nomeor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, diktum
ketentuan hukum fatwa ini adalah sebagai berikut : 1) Kiblat bagi orang yang
shalat dan dapat melihat Ka‘bah adalah menghadap ke bangunan Ka‘bah (“ain
al-Ka'bah). 2) Kiblat bagi orang orang yang shalat dan tidak dapat melihat
Ka‘bah adalah arah Ka‘bah (jikat al-Ka'bah). 3) Kiblat umat Islam Indonesia
adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak
kawasan masing-masing.

Manshur Mu‘ti al-Kaff berpendapat bahwa konsep arah kiblat dalam
shalat dibedakan dalam dua hal yaitu ; pertama, arah kiblat untuk kepentingan
ilmiah, maka arah kiblat diarahkan sedekat mungkin dengan ketepatan ke arah
Ka‘bah. Hal ini dimaksudkan dalam menentukan arah kiblat agar
mempergunakan metode dan alat bantu pengukur arah kiblat yang terbaik/
mutakhir. Kedua, arah kiblat untuk kepentingan ibadah, maka arah kiblat yang
dituju sewaktu shalat tidak mengapa jika dalam kenyataannya melenceng
sedikit.

Manshur menjelaskan juga bahwa Ka‘bah adalah termasuk udara di
atasnya dan bumi di bawahnya. Maksudnya yaitu ketika Ka‘bah diartikan
sebagai bangunan yang berbentuk kubus itu sendiri, maka ketika posisi shalat
di atas dan di bawah Ka‘bah niscaya tidak akan mengarah ke Ka‘bah. Beliau
juga memberikan pandangan dan pendapat bahwa “wajah” yang dihadapkan

ke Ka‘bah diartikan wajah secara keseluruhan. Batas-batas “wajah” yang




dimaksud adalah sama halnya dengan pengertian membasuh muka pada
syarat-syarat dalam wudu. Menurut Mu‘thi, “wajah” yang dimaksud dapat
memi}erikan toleransi sebesar 30° ke arah kanan dan kekiri. Tetapi konsep ini
hanya berlaku ketika seseorang melaksanakan shalat, dan untuk kepentingan
ilmiah, yang dimaksud menghadap ke kiblat adalah dada bukan wajah.”

Sementara Samsul Qodri berpendapat bahwa Arah kiblat di
Indonesia menurut beliau harus menghadap ke barat laut dan disesuaikan
dengan data titik koordinat lintang dan bujur masing-masing daerah. Arah
barat laut adalah untuk menekankan kepada akurasi arah Ka‘bah yang harus
didahulukan. Meskipun demikian, masih terdapat toleransi dengan ketentuan
bahwa Ka‘ba_h adalah kiblat bagi orang-orang di Masjid al-Haram, Masjid al-
Haram adalah kiblat bagi penduduk Makkah, dan Makkah adalah kiblat bagi
penduduk yang di luar Makkah.’

Senada dengan pendapat Samsul juga diberikan oleh Choerul Anam.
Beliau berpendapat bahwa Arah Kiblat merupakan hal yang sangat penting
dalam shalat. Arah yang dituju senantiasa mengarah ke Ka‘bah, tetapi bukan
berarti harus tepat sekali mengarah ke Ka‘bah. Akurasi arah kiblat lebih

diutamakan karena hal ini didasarkan bahwa kiblat yang dimaksud adalah

? Wawancara dengan Manshur Mu‘thi al-Kaff selaku Penasehat Lajnah Falakiyah Nahdlatul

Ulama Banyumas pada tanggal 11 Juni 201 l.‘
3 Wawancara dengan Samsul Qodri selaku penaschat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama

Banyumas pada tanggal 08 Juni 2011.
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Ka‘bah sesuai dengan dalil yang menyebutkan bahwa Tanah Haram

merupakan kiblat bagi penduduk bumi.?

Aris Nurrohman berpendapat bahwa arah kiblat merupakan hal yang
wajib dipenuhi karena salah satu syarat sahnya shalat. Arah kiblat yang dituju
dalam shalat senantiasa mengarah ke Ka‘bah sebagai pemandu dalam shalat.
Meskipun demikian, masih terdapat sudut toleransi arah Ka‘bah yang
menjadikan arah kiblat tidak harus tepat lurus mengarah ke Ka‘bah.’

Arah kiblat merupak:.an sesuatu yang wajib dalam shalat karena kiblat
merupakan syarat sahnya shalat, Oleh karena itu, mengetahui arah kiblat
merupakan kewajiban pula, meskipun harus bertanya atau meminta bantuan
kepada lembaga pemerintah yaitu Badan Hisab Rukyat atau  melalui
organisasi keagamaan masing-masing. Arah kiblat adalah perkara yang harus
di ijtihadi dengan benar dengan menggunakan alat-alat bantu pengukur arah

kiblat yang standar.®

2. Tanggapan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas terhadap rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor :

05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat ;

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan rekomendasi terhadap

bangunan masjid/ mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang

safnya tanpa membongkar bangunannya. Rekomendasi yang dikeluarkan MUI

4 \Wawancara dengan Chairul Anam selaku praktisi Falakiyah Majelis Tarjih dan Tajdid
umas pada tanggal 16 Juni 2011.

Muhammadiyah Bany! t . .
$ wawancara dengan Anstq:;gl;:lnan selaku wakil sekertaris Lajnah Falakiyah Nahdlatyl
Ulama Banyumas pada tanggal 07 Junt . .
¢ Wawancara dengan A. Kahar Muzakki sclaku Kewa Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah Banyumas pada tanggal 21 Juli 2011.
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dalam Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, menurut
Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas setidaknya mendapat tanggapan yang beragam. Pendapat Pengurus
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas yaj;g
memandang diperlukannya pengukuran ulang arah kiblat masjid-masjid lebih
mendominasi, tetapi pendapat berbeda diberikan oleh Samsul dan Manshur.
Menurut Samsul Qodri selaku penasihat Lajnah Falakiyah Nahdlatul
Ulama Banyumas, rekomendasi ini tidak perlu dibcsm—be;mkan untuk
melakukan pengukuran ulang terhadap masjid-masjid karena hal ini hanya
akan membuat repot saja. Beliau memberikan interpretasi terhadap
pandangannya bahwa pengukuran ulang ini lebih baik tidak dibesar-besarkan
apalagi pengukurannya dengan menggunakan alat bantu kompas karena
kompas sangat terpengaruh oleh medan magnet. Sedangkan pusat medan
bumi senantiasa berubah, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan

magne”
penelitian di Kanada, medan magnet bumi akan selalu berpindah sejauh 40
Kilometer menuju barat laut.’

Senada dengan pendapat Samsul, tanggapan yang diberikan oleh
Manshur Mu‘thi al-Kaff selaku Penasihat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama
banyumas mengatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan MUI untuk

penataan ulang arah kiblat masjid memang diperlukan, tetapi hal ini tidak

7 Wwawancara deagan Samsul Qodri selaku penasehat Laj .
Banyumas pada tanggal 08 Juni 2011. ajnah Falakiyah Nahdlatw! Ulama
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perlu untuk diperuncing lagi karena hal ini akan mengganggu kekhusu'an
dalam shalat. Beliau menjelaskan bahwa permasalahan arah kiblat masjid-
masjid di masyarakat merupakan hal yang sensitif, beliau juga menjelaskan
bahwa permasalahan tersebut diselesaikan seiring dengan tumbuhnya
kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang arah
kiblat masjidnya.’

Sementara Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Banyumas
memberikan tanggapan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan MUI dalam
fatwa arah kiblat Nomor : 05 Tahun 2010 bahwa arah kiblat masjid yang
belum tepat memang perlu ditata ulang safnya, tetapi antisipasi akan
kekhawatiran pembongkaran masjid dalam pembetulan arah kiblatnya adalah
sesuatu yang berlebih-lebihan karena menurut beliau, di dalam masyarakat
tidak pernah dijumpai pembongkaran masjid dalam usaha pembetulan arah
kiblatnya. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pembetqian arah kiblat

dengan mengubah posisi safnya saja juga sulit, apalagi sampai membongkar

bangunaﬂﬂ}’a-g
Zuhdi mengakui bahwa kondisi arah kiblat masjid-masjid di

Banyumas setidaknya masih terdapat lebih dari 90% tidak tepat. Oleh karena

itu, pengecekan ulang arah kiblat masjid-masjid sangat diperlukan. Tetapi

dengan Manshur Mu‘thi al-Kaff selaku Penasehat Lajnah Falakiyah Nahdlatul

tan, 1 Juni 2011.
lama Banyumas pada tanggst | : . ,
Ulama Wa{mﬂm dengan Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas

pada tanggal 16 Agustus 2011.

¢ wawancara
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dalam pengecekan ulang bukanlah persoalan yang mudah. Menurut
pengalaman beliau selama terjun di lapangan, masyarakat akan lebih
menerima hasil keputusan kiai yang “berpeci dan ubanan” daripada ahli falak
muda. Hal ini menandakan bahwa masyarakat akan lebil: percaya kepada kiai
yang sudah sepub/ kiai yang ditokohkan, meskipun kiai sepuh tersebut tidak
begitu profesional dalam ilmu falak."’

3. Sosialisasi Arah Kiblat di Banyumas
Pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas telah

mengadakan sosialisasi arah kiblat baik atas nama lembaga maupun atas nama
pribadi. Secara kelembagaan, Moch. Zuhdi selaku Ketua Lajnah Falakiyah
Nahdlatul Ulama Banyumas mengatakan bahwa sosialisasi arah kiblat telah
dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 kepada seluruh pengurus cabang
Nazhdlatul Ulama Banyumas yang bertempat di gedung sekretariat Nahdaltul
Ulama Banyumas, dan jadwal jam Rasydul Kiblat yang tercantum pada
Jadwal Imsakiyah Ramadan yang diedarkan kepada seluruh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulame Banyumas yang diedarkan setiap tahun.'

Qosialisasi tersebut diharapkan agar segenap jajaran pengurus
Nahdlatul Ulama Banyumas untuk melakukan pengecckan ulang arah kiblat

masjid di daerah masing-masing. Tetapi tanggapan yang datang dari pengurus

10 Wwawancara dengan Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas

ada tanggal 07 Juni 2011. _ _
pada tangga O dengan Moch. Zuhdi selaku ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Banyumas

pada tanggal 07 Juni 201 1.
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atau takmir tidak menunjukkan angka yang signifikan. Zuhdi mengatakan
bahwa faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah karena mereka
menganggap arah kiblat masjid mereka sudah benar karena arah masjid
mereka sudah diukur oleh pengurus masjid terdahulu. Padahal masjid
besarpun belum tentu menghadap ke arah ka‘bah. Hal ini juga terjadi pada
masjid Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto, Toefur selaku ketua takmir
masjid Al-Hidayah mengatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran arah
kiblatnya ternyata masjid tersebut tidak mengarah tepat ke Ka‘bah. Setelah
dilakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid tersebut langsung dibetulkan
arah kiblatnya dengan menggeser posisi safnya.'?

Secara personal, Aris Nuirchman selaku Sekreta::is dan praktisi
Nahdlatul Ulama Banyumas mengatakan bahwa beliau melakukan sosialisasi
arah kiblat terhadap masyarakat disela-sela forum acara yang di isinya.
Melalui teknik tersebut, beliau mengatakan banyak mendapat tanggapan yang
baik dari takmir masjid, bahkan ada beberapa Takmir masjid yang meminta
bantuan beliau untuk mengadakan pengukuran ulang arah kiblat masjidnya,

dan pihak takmir menyediakan segala akomodasi yang dibutuhkan dalam

proses pengukuran arah kiblat masjidnya."

12 Wawancara dengan Toefur Arofat selaku ketua takmir masjid Al-Hidayah Karang Suci

t tanggal 30 Juti 2_01 . .
Purwokerto pada Aris Nurrohman selaku wakil sekertaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul

13 wawancara dengan

Ulama Banyumas pada tanggal 07 Juni 2011.
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Pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyumas
banyak yang bersikap pasif. Sikap pasif tersebut bukan berarti sama sekali
tidak merespon terhadap pentingnya sosialisasi arah kiblat. Hal.ini bisa dilihat
pada jadwal imsakiyah ramadhan yang disertai dengan jadwal jam harian
rasydul kiblat yang dikeluarkan oleh Samsul Qodri khususnya untuk kalangan
sendiri. Kemudian seperti yang dilakukan Marwadi, beliau sering mengikuti
program yang dilaksanakan Badan hisab Rukyat. Dalam hal ini, Marwadi
tidak mewakili Lajnah Falakiyah karena memang beliau memiliki peran ganda
sebagai praktisi Lajnah Falakiyah, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama
Banyumas, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Program kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banyumas
periode 2010-2015 tahun pertama 2010-2011 mempunyai program rencana
kerja yaitu pengukuran arah kiblat kasjid yang dilaksanakan oleh Choerul
Anam selaku penanggung jawab terhadap masjid-masjid Muhammadiyah
setiap 6 bulan dengan melibatkan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid dan
takmir. Program ini merupakan program kelanjutan dari program pengurus
periode sebelumnya. Rencana kerja pengukuran arah kiblat tersebut bertujuan
untuk terukurnya arah kiblat masjid Muhammadiyah dengan diterbitkannya
sertifikat arah kiblat masjid. Namun, tenaga praktisi Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah Banyumas hanya memiliki satu orang yang benar-benar

menguasai teknik hisab khususnya pengukuran arah kiblat dan ilmu falak

pada umumnya.




BAB IV

ANALISIS TANGGAPAN PENGURUS
LEMBAGA FALAKIYAH NAHDALATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP
FATWA MUI NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam mampu

mengangkat permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan dan penemuan-

penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa keagamaan

dalam fikih Islam tentu sangat berkaitan erat dengan ijtihad yang telah dihasilkan

oleh para ulama/fikih Islam. Kamal Muchtar mengartikan fatwa adalah jawaban

atau ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan

tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid

sebagai hasil ijtih.':u:lnyal.I Status hukum fatwa tidak bisa mengikat terhadap umat

muslim manapun, kecuali fatwa tersebut telah diadopsi menjadi hukum positif

sechingga mengikat secara pasti. Meskipun fatwa tersebut tidak mengikat, pada

umumnya umat belum mengetahui secara mendalam tentang isi yang terkandung

dalam pernyataan al-Qur‘an dan hadis. Oleh karena itu, dalam konteks ini betapa

pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang konkret dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli

agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Fatwa memberikan kejelasan,
kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam pemahaman,
slam, dan bagaimana aplikasinya.” Dalam hal ini adalah

penalaran ajaran-ajaran I

tar, Ushul Figh (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 177.

' | Muc
e | Fatah, Analisis Fatwa...... hal. 27.

2 Rohadi Abdu
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Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat sebagai jawaban

permasalahan arah kiblat khususnya di Indonesia.

Fatwa MUl Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat merupakan
hasil ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan
pedoman kepada masyarakat khusus tentang permasalahan arah kiblat. Fatwa
tersebut tidak lepas dari respon atau tanggapan dari masyarakat. Lajnah Falakiyah
dan Majelis Tartjih dan Tajdid Banyumas merupakan divisi yang bergerak dalam
falakiyah, respon yang diberikan kedua lembaga tersebut merupakan sebuah
reaksi atau tanggapan terhadap fatwa tersebut, dan bagaimana aplikasinya di
lapangan. Dan pada akhimya, penulis dapat melakukan sebuah analisis terhadap

respon yang diberikan kedua lembaga falakiyah tersebut.

A. Pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas terhadap istinbat dan putusan hukum dalam
Fatwa MUI Nomer : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas tentang arah kiblat dalam Fatwa MUI1 Nomor : 05
Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat secara umum mengatakan bahwa arah kiblat
merypakan suatu keharusan. Sementara kiblat yang dimaksud adalah
bangunan Ka‘bah itu sendiri. Tetapi mercka berbeda pendapat dalam skala

ukuran toleransi, toleransi yang dimaksud adalah ketika arah Ka‘bah tidak
dicapai, maka arah kiblat bergeser ke arah Tanah Haram atau kota Makkah

secara keseluruhan, seperti pendapat yang dikatakan Samsul, Zuhdi, Aris, dan

Anam.
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Hal yang berbeda yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Manshur
Mu‘thi al-Kaff bahwa arah kiblat dalam ibadah boleh bergeser dengan
pengertian bahwa toleransi yang diberikan adalah kemana arah yang dituju
“wajah” manusia ketika berwudu. Apabila penafsiran ini diaplikasikan, maka

akan didapat sudut yang mengarah 30° ke samping kanan dan 30° ke samping
kiri.

Menganalisa pandangan arah kiblat yang diberikan oleh Pengurus
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas, arah
kiblat yang dimaksud adalah bangunan Ka‘bah itu sendiri sebagaimana hadits

dari Ibnu ‘Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud kiblat adalah

Ka‘bah.
Menghadapkan wajah ke kiblat ketika shalat merupakan syarat sahnya

shalat. Sementara kiblat yang dimaksud tidak lain adalah bangunan Ka‘bah

yang berbentuk kubus di Masjid al-Haram yang berada di Makkah. Akan

tetapi penafsiran akan berbeda apabila posisi kita jauh dari Ka‘bah dan tidak

dapat melihat Ka‘bah secara langsung. Ada yang mengatakan arah kiblat

wajib untuk diarahkan ke Ka‘bah dan ada yang mengatakan bahwa arah kiblat

cukup diarahkan ke Masjid al-Haram.

Kementrian Agama RI memberikan penafsiran terhadap firman Allah

dalam surat al-Bagarah ayat 144 disebutkan arah Masjid al-Haram, bukan

Ka‘bah, sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap “ke arah Ka‘bah*

pada waktu shalat apabila Ka‘bah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat

dilihat. Sebaliknya, jika kita dekat dengan Ka‘bah, maka kita menghadap
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Ka‘bah pada waktu shalat. Jadi tidak diwajibkan menghadap ke bangunan

Ka‘bah itu, kecuali orang-crang yang dapat melihatnya. Dengan demikian,
semua kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap ke “arah
Ka‘bah” dalam shalat. Untuk melaksanakan tugas itu mereka diwajibkan
(wajib kifayah) mengetahui ilmu bumi untuk mengetahui arah kiblat dalam

shalat. Sebagaimana mereka sebaiknya mengetahui ilmu falak untuk

mengetahui jadwal waktu shalat.?

Bagi umat Istam disekitar Ka‘bah tentu tidak akan kesulitan dalam

menentukan arah Ka‘bah, tetapi posisi yang jauh dari Ka‘bah menyebabkan

kesulitan dalam menentukan kemana arah Ka‘bah. Dalam kondisi tidak bisa

melihat Ka‘bah atau karena berada di dacrah yang jauh sehingga iidak dapat

melihat Ka‘bah secara langsung maka penentuan kiblatnya menggunakan

metode jihat al-Ka‘bah. Metode jihat al-Ka‘bah ini melahirkan berbagai

macam cara dalam penentuan arah Ka‘bah. Diantara teknik pengukuran yang

digunakan yaitu teknik pengukuran dengan memanfaatkan bayang-bayang

matahari dan teori segitoga bola atau sperichal trigonometry. Lahimya ilmu

pengetahuan merupakan cara untuk mempermudah manusia dalam

menyelesaikan masalah-masalah dalam kebimbangan arah. Sebagaimana

firman Allah dalam surat al-An‘am ayat 97 dan surat Yunus ayat 5:

P

_ 0 :‘: e A -2 ‘,”. . g b s 2 d ,"‘ff ey
oA e W R Al Wt 153458 ol (S oo sl 2]
4’. A 'Io o0
kan . “‘-!
“Dan Diafah yang me?!iadf bfmang-bfmang bagfmu’ agar k:zmu
menjadikannya peturjuk dalam kegelapan di darat dan di lawt. Sesungguhnya

I Kementerian Agama Rl, Al-Cur'an dan Tafsirnya....., 1:225.

4 rhid, 111: 187
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Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kamj,
yang mengelahui”. {Kami) kepada orang-orang

- ." - ,‘g: - e 1ol f’:’f * . P 4 H

u}_:.‘ﬂ Y b.«)a—! J’Lﬂ 0 l_)_,-f J-ul-“_’ sl u.-.:iJ\ J;-.;- g’g.\.“ :,J’a
- ,’BI 0: by ,".’-'. - 'J‘ - ’ -4
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“Dig-lah yang menjadikan matahari bersinzlr }fan bulan b ]

; ! . ercah
c.!uetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat}) bagi perjalam?ry abu‘jzﬁ
itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah
tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.. Dia
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang

mengelahui”.

Hal ini menandakan bahwa dalam penentuan arah kiblat bukan atas

perkiraan saja karena Allah telah memerintahkan kepada manusia agar

menggunakan tanda-tanda alam sebagai petunjuk. Wahbah al-Zuhaili

berpendapat dalam kitab al-Figh al-Islamiwa Adillatuh .

JAA 5l B 25 JX S a3 Sy o 3 L
o 0 v oo - M o7~ Ly _'a_‘ e s # ’:, R ’,
u,.f.qu Y e e ey, L B0 o T 08T (2 B

o7 & - e MM ,":

L beon . LA & per s PRV A A
Slg> M (e

“Orang yang tidak mengetahui kiblat dan ragu-ragu mengenai arahnya seria
ng dapat dipercayai untuk memberi tahu kepadanya

tidak ada siapapun ya
iblat dengan yakin dan jelas, maka ia diwajibkan melakukan

tentang arah ki v

penelitian dan ijtihad. Yaitu, berusaha semampu daya upaya untu
mengetahui arah kiblat dengan bukti yang meyakinkan. Jika]azf?da orang
yang dapat dipercayai fmrul.c me-mberi tahu kepadanya tentang arah kiblat
dengan yakin, maka dia diwajibkan mengikuti informasi yang diberikan

orang ity karena informasi orang yang mengetahui arah kiblat lebih kuat

dari ijtihad.
Kesulitan, kekurangan, kelemahan Sumber daya Manusit'l dan Jlmu

]
-

Pengetahuan dan Teknologi dalam ijtihad arah kiblat melahirkan sebuah

$ thid,, IV : 257.
¢ Wahbah aj-Zuhaill, al-Figh al-Istamf wa Adiflatuh (Suriah: Dar al-Fike, 1989), I : 599
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konsep toleransi. Pandangan yang muncul dari Pengurus Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyzh Banyumas tentang batas toleransi arah
kiblat yang dimaksud adalah Tanah Haram. Menurut para tokoh falakiyah

banyumas, arah kiblat senantiasa diarahkan kepada Ka‘bah atan ‘ainui

Ka‘bah, akan tetapi bukan berarti arah yang dituju harus menghadap tepat

sekali ke arah Ka‘bah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pemahaman

sudut toleransi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Baihaqi :

:}; :’.-e. L‘::L;'- :;j‘::‘"y‘ :’; '::!'.. };1’ Lf::’;;-t ;)L;! :_JL:-' ); :,; :l.U'I :L::G .L.ou.a‘ . ‘,41. L:J;ﬁ-l.;-
Lo Ty ¥ae " rra . - 1t A LG P i - e v
Fr JULA;:’; .Lﬂr;,ﬁdjy‘rj g”ph.“ L_,.-J!-“J ’Jg.v J.ﬂ b}?:rj;.\.:h:ﬁfw

- :04}.

g&ﬁzﬁl@ﬁxg;ﬁémﬁﬁ%&yftﬁ;aﬂawﬁﬁn,j
o sl 1 g B 0 1 (0D 5 s
ﬁ;@g%ﬁm&ﬂﬁ;.’;ﬁf:Uért,«,iaa.ﬂt&;,ﬁ\[);,;ﬂ,[w@

il e G G0 g 20 A 50 o ol

“Menceritakan kepada kami Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Yusuf (yang dia
menyatakan pakwa) Abd Sa‘id ibn al- ‘drabi telah menceritakan kepada
kami, cerita itu berasal dari Ja far ibn ‘Abasah Abu Muhammad. Dan (Imam
al-Baihaql juga berkata bahwa) telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr
l-Hasan al-Qadt (yang dia itu menyatakan bahwa) Abu Nasr Ahmad ibn “AlF
tela}I berkata kepada kami, yang berita itu berasal dari Abu al-‘Abbas ibn
Ya ‘qub. Keduanya (yakni Ja far ibn ‘Abasah Abu Muhammad dan Abu Nasr
Fa 9 bn “Alf menerima berita) dari Abi Muhammad Ja far ibn ‘Abasah
“bm ‘Amr ibn Hafs al-Maki dari anak laki-laki ‘Abd ad-Dér (vang dia

al-Hardm, al-Masjid al-Haram adalah kiblat bagi penduduk Tanah Haram

(Mekkah), dan Tanah Haram adalah kiblat bagi semua umatku di muka bumi,

baik di barat dan di timur". o .
ot hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa kiblat tidak terpaku

kepada Baitullah atau Ka‘bah. Hal ini menandakan adanya daerah toleransi

7 Amad ion al-H usain ibn *Al ibn Musa Abil Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Balhagi al-Kubra

(Makkah: Dér a

{-Baz, 1994), 1:10.




66

yang menandakan arah kiblat tidaklah mutlak harus menghadap ke Baitullah
atau Ka‘bah. Apabila didapat kesulitan dalam menentukan posisi Ka‘bah dan
tetap dibebankan kepada umat Islam, niscaya hal ini menjadi kesempitan
dalam agama. Padahal Allah tidak membebani manusia diluar

kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 286 :

it iy i ¥ ) B G G LS O Gy G D GG
Bt Y G Ulard Yy W) W e ol L A S 1ol Gl aind ¥ 6 i
b, 10 g0 o el Ui SN0 d Sy B Lk I

wAllah  tidak ~ membebani  seseorang  melainkan  sesuai denéan

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahaian) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami

tersalah. Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum
kami. Ya Tuhan kami, Jjanganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak
sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan
ahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap

Jkaum yang kafir”.
Menghilangkan beban yang tidak dapat dipikul seseorang bukan berarti

semakin menggampangkan segala sesuatu. Kesulitan yang dihadapi tidak

menyebabkan terhentinya untuk melakukan usaha dengan sungguh-sungguh

dalam mencapai sesuatu yang lebih pasti, dan sesuatu tidak didasarkan pada

hal yang bersifat persangkaan saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat

L]

Yiinus ayat 36 ¢

P R P - Pl ‘_ :"a ‘-r s . KL 5’. ’_ f' ° - ..
9 lads Uy g A O 1 G0 Y 0y By s T RSy
“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan ’saja.
Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai

kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka

kerjakan.

$ K ementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya....., 1: 439.
9 1bid., IV : 304.
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Mengetahui arah kiblat dengan melakukan penelitian dan ijtihad

merupakan suatu kewajiban meskipun harus dengan bertanya kepada
seseorang yang mengetahui arah kiblat. Jihar al-Ka‘bah merupakan bagian

dari [lmu Pengetahuan dan yang bisa menjawab hal tersebut adalah Iimu
Pengetahuan pula. Oleh karena itu, arah kiblat seyogyanya ditanyakan dan

diserahkan kepada mujtahidin yang berkompeten dalam [lmu Falak,

Menarik untuk dipahami bahwa masyarakat menyerahkan urusan arah
kiblat kepada sosok tokoh keagamaan atau kiai “sepuh™ yang berpeci dan

«ybanan” seperti yang dikatakan Zuhdi. Senada dengan hal itu, Kahar juga

mengatakan bahwa arah kiblat merupakan sesuatu yang wajib dalam shalat

karena kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu, mengetahui

arah kiblat merupakan kewajiban pula, meskipun harus bertanya atau meminta

bantuan kepada Jembaga pemerintah yaitu Badan Hisab Rukyat atau melalui

g-masing. Sebagaimana firman Allah dalam surat

organisasi keagamaan masin

al-Nahl ayat 43 :
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“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang

Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Secara umum, pandangan Pengurus Lembaga Falakiyah banyumas

tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan. Mereka berpandangan
bahwa arah kiblat merupakan sesuatu keharusan karena menghadap kiblat
merupakan syarat sahnya shalat. Ketika seseorang mampu untuk melihat

Ka‘bah, maka hal yang wajib adalah menghadapkan ke Ka‘bah. Tetapi ketika

kesulitan melihat Ka*bah, maka ini menjadi jihat al-Ka ‘bah, artinya kebenaran

menjadi sangat relatif. Kebenaran relatif tersebut akan sempurna apabila

didasarkan pada suatu metode yang pasti. Dalam hal ini adalah penggunaan
metode dan alat yang paling presisi untuk pengukuran arah kiblat sehingga
dapat memperkuat posisi ijtihad. Dengan demikian, tidak ada perbedaan dalam
istinbat dan putusan hukum arah kiblat antara Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun

9010 Tentang Arah Kiblat dan pandangan pengurus Lembage Falakiyah
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang arah kiblat.

yus Lembaga Falakiyab Nal.ldlatul Ulama dan
i‘:ﬂﬁ?ﬁ’?’%ﬁ.f;ﬁf&’?é.‘;:ﬁ;“if:i’ g crest dalam Fatwa MUL

Maijelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama,
su'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh
jap permasalahan yang muncul dalam

muslim [ndonesia merespon set

a RI, Al-Qur‘an dan Tafsirnya....., V : 326.

10 g ementerian Ag3M
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masyarakat untuk diambil jawaban atau penjelasan. Fatwa yang dikeluarkan
eluar

MUI bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Dalam hal ini adalah adan
ya

isu pergeseran arah kiblat Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majel
’ ajelis

Ulama Indonesia memandang periu menetapkan fatwa tentang arah kibl
at

untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kemudian MUI menyampaikan

hasil keputusan komisi fatwa tersebut kepada masyarakat melalui medi
ia

massa.
Majelis Ulama [ndonesia sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam

yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya

rsatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam tergerak untuk ikut

pe
yelesaikan pennasalahan-pennasalahan yang muncul dalam

andil dalam men

masyarakat khususnyd dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu MUI

mengeluarkan fatwa nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat yang berisi

ketentuan hukum menghada
&/ mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang

p kiblat dan rekomendasi yang berbunyi

“Bangunan masji

tanpa membongkar bangunannya“.

safnya
| Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi

Nahdlatu
| keagamaan sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah di dalam

ara, melestarikan, mengemban d

esta, Dalam rangka mewujudkan tujuan masing-

sosia
an mengamalkan ajaran [slam

tugas memelih

rahmat bagi alam sem

sebagai
i ini memiliki lembaga-lembaga yang bergerak baik dalam

masing organisas
I, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dalam bidang

sosial

bidang keagamaar




70

falakiyah, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga Lajnah Falakiyah d
Y an

Muhammadiyah memiliki lembaga Majlis Tarjih dan Tajdid.

Lajnah falakiyah yang dimiliki Nahdlarul Ulama bergerak lebih fok
terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hisab-ruky:ts,
sedangkan Majlis Tarjih dan Tajdid yang dimiliki Muhammadiyah

mempunyai tugas lebih luas yaitu semua yang berkaitan dengan hukum Isl
slam.

Anggota-angota lembaga ini setidaknya mempunyai semangat
gat untuk

mengatasi berbagei masalah yang ada pada masyarakat baik secara akt
if

maupun pasif. Salah satu permasalahan falakiyah adalah arah kiblat masjid
1=

masjid di dacrah Banyumas yang masih banyak tidak tepat.

Peran ahli falaki

i Fatwa MUI dengan kondis di lapangan khususnya di daerah
e

yah tersebut diharapkan dapat mengkompromikan

antara is
Banyumas. Dalam hal ini adalah respon ahli falakiyah Nahdlatul Ulama d
an

yah Banyumas sebagai penilai isi fatwa MUI yang kemudian

Muhammadi
kepada umat. Dengan peran ahli falakiyah yang ada di

akan transformasikan
n Lembaga Falakiyah, dih
reka adalah penguasa umat, dan pada umumnya, umat

Sengurusa arapkan akan memberikan hasil yang
signifikan karena me

memperhatikan apa yang disampaikan oleh tokoh simpatisan dari

akan lebih
kalangan sendiri.

ik untuk disimak penda
bahwa fatwa Yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia

Menar pat yang dikemukakan Samsul Qodri

yang mengatakan
politik, karenanya fatwa harus dikaji ulang

h dengan nl.laIISa
permasalahan ar ah

penu
kebenarannya:

kiblat merupakan urusan ahli falakiyah
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Oleh karena itu, ahli falakiyah harus dapat mendeskripsikan persoalan arah

kiblat dengan baik kepada masyarakat agar tidak membingungkan umat."

Takmir masjid pada umumnya tidak mengerti teknik perhitungan arah

kiblat. Akan tetapi setelah adanya isu tentang arah kiblat yang berubah
mereka sempatkan untuk bertanya tentang arah kiblat kepada ahli falakiyah

setempat. Dari mereka juga ada yang mengindahkan himbauan Kementerian

Agama untuk melakukan verifikasi arah kiblat masjidnya meskipun prosentase
ini masih sangat kecil karena yang terpenting bagi mereka adalah bahwa niat

menghadap kiblat dalam shalat senantiasa diarahkan ke Ka* bah.'?

Meskipun sebagian Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama

dan Muhammadiyah Banyumas berkata bahwa mereka tidak menghiraukan

terhadap fatwa MUL tetapi perubahan perilaku mereka menunjukkan

perubahan gerakan yang lebih aktif. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa

MUI selaku pemberi fatwa tidak melakukan koordinasi lebih lanjut dalam

pasi pembenahan arah kiblat. Seperti yang dikatakan Kahar, MUI

berpartisi
tidak pernah melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh keagamaan dan tokoh

falakiyah daerah untuk mengadakan dizlog permasalahan arah kiblat di

masyarakat.

Apabila fatwa arah kiblat yang dikeluarkan MUI berfungsi sebagai

isasi kepada masyarakat luas dan kepada takmir masjid pada khususnya,

sosial
niscaya sosialisasi yang diharapkan untuk memberi atau meningkatkan
terhadap pentingnya arah Kiblat sulit tercapai, Hal ini

kesadaran masyarakat

Banyumas
12 cara den
Wawan®vl o1 Juli 2011-

Sokaraja pada tangé
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disebabkan karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat belum tentu

mengerti dan mengetahui arah kiblat baik dari pertimbangan syar‘i maupun

teknik pengukuran arah kiblat.
Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh falakiyah, dan

masyarakat, niscaya permasalahan arah kiblat akan sulit untuk diselesaikan.
Marwadi mengatakan bahwa Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang

Arah Kiblat merupakan langkah tepat sebagai anjuran problem dalam

permasalahan arah kiblat. Arah kiblat masjid-masjid yang belum tepat perlu

dilakukan pengukuran ulang dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu

oleh instansi yang berwenang dan disampaikan langsung kepada takmir

masjid dan ulama setempat.”’
Pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Banyumas juga memandang bahwa fatwa MUI penting untuk dikeluarkan.

Meskipun sebagian mereka menganggap bahwa fatwa ini tidak perlu untuk

dibesar-besarkan dan diperuncing lagi. Tetapi menurut hemat penulis, fatwa

ini dapat dijadikan sebagai pemberian rangsangan awal kepada masyarakat

juas akan pentingnya arah kiblat dalam shalat khususnya arah kiblat masjid.

Kemudian pada akhirnya, masyarakat akan lebih mudah menerima dan tidak

panik akan isu yang yans berkaitan dengan ketentuan hukum dan cara

nahan arah kiblat masjidnya.

pembe
n mengenai rekomendasi yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa

Kemudia

MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, Menurut Pengurus
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas,

13 yawancara dengan Marwadi selaku sekertaris Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama

as pada tanggal 10 Juni 2011.
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rekomendasi yang dikeluarkan MUI setidaknya mempunyai dua pengertian
yaitu: pertama, solusi yang paling efisien untuk membenahi arah kiblat
masjid-masjid yang tidak tepat adalah dengan membenarkan posisi saf tanpa
harus membongkar masjid tersebut karena pada dasarnya yang diperintahkan

untuk menghadap Ka‘bah adalah wajah orang yang sedang melaksanakan

ibadah khususnya ibadah shalat bukan masjidnya. Kedua, adanya pengukuran

ulang atau pengecekan ulang terhadap masjid-masjid atau setidaknya

verifikasi terhadap masjid-masjid yang terindikasi arah kiblatnya tidak tepat.

Melakukan verifikasi arah kiblat terhadap masjid-masjid tidaklah

mudah. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari informan, setidaknya

terdapat beberapa kendala dalam rencana pelaksanaan pengukuran arah kiblat

diantaranya yaitu minimnya kesiapan praktisi dalam penguasaan teknik ukur,

ketersediaan alat, biaya/ dana, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

arah kiblat. Akan tetapi hal tersulit yang dihadapi para praktisi adalah

kesadaran masyarakat yang belum tampak sehingga masyarakat sulit untuk

berpartisipasi.
Zuhdi menanggapi bahwa fatwa
g arah kiblat tersebut setidaknya menimbulkan dua efek yang

yang dikeluarkan Majelis Ulama

Indonesia tentan
bertentangan. Periamia, bagi kelompok masyarakat yang “ngotot” untuk

dilakukan pengukuran ulang akan lebih menerima. Kedua, arah kiblat yang

dalam kenyataannya memang sudah betul, jama‘ah akan menjadi resah karena

mbulkan keragu-raguan dalam hati apakah arah kiblat masjid mereka

atay belum. Pertentangan kedua hal tersebut, satu sisi

meni

sudah betul

ggu kekhusu'an, tetapi penulis sependapat dengan pendapat Zuhdi.

menggan
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Meskipun fatwa bersifat tidak mengikat, tetapi akan Iebih baik jika adanya
pengukuran atau pengecekan ulang arah kiblat, minimal dengan menggunakan

metode yang sederhana yaitu teknik bayang-bayang matahari atau rasydu/

kiblat.

Implementasi Fatwa MUI Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arab Kiblat

di Banyumas

MUI mengeluarkan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat
yang mengatakan bahwa arah kiblat adalah menghadap ke barat. Namun
fatwa tersebut mendapat respons dari masyarakat, khususnya golongan syafii

yang menilai bahwa MUI tidak tepat karena seharusnya kiblat menghadap ke

barat laut. Oleh karena itulah, fatwa arah kiblat pada 3 Februari ditinjau

kembali sehingga dikeluarkanlah fatwa nomor 05 tahun 2010 yang

mengakomodasi pendapat lain dari masyarakat,
Poin | dan 2 (fatwa 3 Februari dan 1 Agustus) sama. Hanya, di poin

terakhir, kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan
posisi kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing,
Fatwa ini menyebutkan tiga poin. Pertama, arah kiblat bagi orang yang dapat

melihat Kabah adalah ke arah bangunan Kabah. Kedua, jika tidak dapat

melihat Kabah, arahnya sesuai dengan arah berdirinya Kabah. Dan ketiga,
karena posisi Indonesia ada di sebelah timur Kabah, kiblat bagi orang
[ndonesia adalah menghadap barat laut dengan kemiringan bervariasai sesuai
dengan posisi kawasan masing-masing. Dengan kedua fatwa tentang kiblat

berikan keleluasan kepada umat Islam dalam menentukan

tersebut, MUI mem
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arah kiblat. “Hanya memberikan kemudahan, tidak ada yang salah. Mau lurus

ke barat boleh, sedikit miring ke barat laut juga boleh,” tutur Hasanuddin."
Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa

ada jawaban dan membiarkan umat dalam Kkebingungan tidak dapat

dibenarkan, baik secara i‘tiqadi maupun secara syar‘i. Oleh karena itu, para

alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya

menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan

persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat

menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera

dapat diatasi."* Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-

Bagqarah ayat 159

L4 ” er @ P S . o PR . . e

LS A G (saglty D L W G 0,055 Ll )
163 e pnglnlsy A gl f

ng menyembunyikan apa yang telah Kami

wSesungguhnya orang-or arg ya .
e a keterangan-kelerangan (vang jelas) dan petunjuk, setelah

turunkan berup ; ;
! ranghkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dila ‘nati
Kami menerang (mahluk) yang dapat melaknati”.

Allah dan dila ‘nati (pula) oleh semua

cara sosiologis, hubungan timb
jasmaniyah belaka, akan tetapi sebenamnya merupal

Se al-balik itu bukaniah semata-mata

merupakan hubungan
antara peranan-peranan dar
entingnya arah kiblat tidak akan tumbuh dengan

L ubungan pihak-pihak.”” Terciptanya kesadaran

mayarakat terhadap P

14 Mul, Tidak ada Perubahan Arah Kiblat, (on-lline), hup/Avww.muiorid/, diakses

0. ,
tanggal 15 Desember 20‘:1‘1" Himpunan Fawa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama

15 Ma‘ruf Amin
lndone?i:, 2010), hala:'A RL, Al-Qur an dan Tafsirnya..... 1 : 236.
Kementer (o & Otje Salman,

” iono So¢
Soat]on0 ' o), hal. 98-

Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial (Jakarta: Raja

Grafindo Pers
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sendirinya. Dikeluarkannya fatwa MUI tentang arah kiblat d
apat

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arah kiblat meskipun perhati
ian

terhadap fatwa tersebut masih sangat minim, sehingga hal ini perlu adan
ya

tindak lanjut dan kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh 2gama, d
) an

masyarakat.

Menarik untuk dicermati adalah bahwa permasalahan arah kiblat dalam

masyarakat tidak terpaku pada pertimbangan syari‘ah saja. Fakta yang ada

ahwa jama‘ah selalu mengikuti apa yang dilakukan kiai mereka, dan

kiai-kiai akan mcmpcrcayakﬂn penyelesaian arah kiblat masjidnya kepada ahli

organisasi keagamaan masing-masing, dan Kementerian

adalah b

falakiyah setempab,
Agama. Ketergantungan dan keterkaitan dslam hubungan sosiologis inilah

ya dapat dibaca oleh semua pihak terutama pemerintah dan

yang semestin

organisasi keagamaan.
roses komunikasi,
pan mengirim suatu informasi (pesan-pesan) yang

Dalam P terdapat pengertian bahwa proses yang

terjadi dimana para partisi
kan kepada pihak |ainnya adalah bertujuan untuk mencapai saling

ditransmisi
ua belah pihak. Jadi komunikasi adalah suatu proses dan

gertian antara ked
a dalam berbagai informasi, dengan kata lain bahwa

tindakan bersam
alu mengandung arti hubun

nikasi tersebut sel

.t
belah pihak ataU Jebib.'
g dilaksanakan MUI sangat terbatas. MUI hanya

gan-hubungan antara kedua

komu

Sosialisasi yan
enyampaikan keputusan komisi fatwa kepada

eiakukan jumpa pers untuk m
lations dan Komunikasi (Jakarta: Raja

refode Penelitian : Public Re
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ditingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sehingga dapat tercapai p
engertian

yang disampaikan MUL

Meskipun implemeniasi yang dilakukan MUI masih terbatas pada
tingkat sosialisasi, tidak dipungkiri bahwa telah banyak terjadi banyak
perubahan terhadap kesadaran masyarakat. Melalui program-program
penyuluhan arah kiblat yang dilaksanakan seperti sosialisasi yang dilakukan
oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Banyumas, Sekolah Tinggi

slam Negeri purwokerto, dan Pen
Banyumas baik secara kelembagaan maupun

Agamal gurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul

Ulama dan Muhammadiyah

secara personal. Sosialisasi ini hendaknya dapat dilakukan secara
berkesinambungan agar tercipta kesadaran masyarakat yang tinggi dan tidak
mudah dibingungkan dengan jsu-isu yang akan datang.

Hasil sosialisasi arah kiblat banyak menghasilkan nilai positif seperti
gurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan

yang dilakukan oleh Pen

Muhammadiyah Banyumas. Secara
is Tarjih dan Tajdid Banyumas lebih te dengan

oleh Pengurus Majel

rencana program kerja yang diS

kelembagaan, sosialisasi yang dilakukan

ysunnya meskipun terbatas pada masjid-masjid

Muhammadiyah.

. Falakiyah Nahd!
yang baik dan kinerja
pengurus Jembaga ini tidak mengetahui posisi apa

atul Ulama Banyumas bisa dikatakan kurang

Kerjasama yang maksimal. Hal ini dapat
a kondisi dimana

memiliki

dilihat pad
takan Manshur dan Samsul. Pengurus Lajnah

yang dika

sepcrti

yang dijabatnyd
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Falakiyah juga banyak yang mempunyai peran ganda seperti yang dialami
amil

oleh Zuhdi, Marwadi, dan Aris. Selain hal itu, Lajnah Falakiyah juga tidak
i

memiliki rencana program kajian falakiyah yang tersusun d
an

terdokumentasikan secara rapih yang disebabkan ketiadaan dana

Secara personal atau secard pribadi, menarik untuk disimak adalah
sosialisasi yang dilaksanakan oleh Aris Nurrohman. Aris Nurrohman selal
u

kan untuk menyampaikan pentingnya arah kiblat paca sela-sela

menyempat
hasilnya banyak takmir masjid yang menerima

acara yang di isinya dan

untuk menindaklanjuti terhadap pengukuran ulang arah kiblat

dengan baik
perlu ditumbuhkan sebagai orang ‘alim untuk

idnya. Sikap inilah yang

masj
apa yang diketahui dan di

menyampaikan milikinya kepada orang yang belum
rti dan befum mengctﬂhui khususnya arah kiblat.

menge
instansi pemerintah seharusnya lebih siap.

menterian Agama Banyumas setidaknya sampai

g ada pahwa K€

2011 tidak memili
. pidang Urusan Agama Islam. Begitu juga

Fakta yan
ki pegawai yang menguasai Ilmu Falak

pertengahan tahun

yang ditempatkan khust
yah, setidaknya samapai bulan Juli 2011

mendukunts falaki
nyumas tidak memiliki
sebut sangat membantu pengukuran arah

teknologi yans
n Agama Ba

alat bantu pengukur arah kiblat

Kementeria
iblat. Kemudian apabila ada

Badan Hisab




pada umumnya tidak

Pada kenyataannya, pihak takmir masjid
mengerti perhitungan arah kiblat. Hal ini tentu saja tidak begitu membuat
a arah kiblat, terlebih adanya

mereka menaruh perhatian terhadap pentingny

fatwa arah kiblat dari MUL Meskipun pada kenyataannya arah masjid mereka

melenceng jauh dari arah Ka‘bah. Atas dasar inilah tugas Kementerian Agama

selaku pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan yang efektif untuk

koh falakiyah dan tokoh keagamaan

mengadakan kerjasama dengan 10

setempat.




BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jawaban dan reaksi yang diberikan Pengurus Lembaga Falakiyah

| Ulama dan Muhammadiyah Banyumas terhadap Fatwa MUI

\tang Arah Kiblat ini terdapat 2 (dua) kelompok

Nahdlatu

Nomor : 05 Tahun 2010 Ter

f dan setuju pasif. Setuju aktif dalam pengertian yaitu setuju

yaitu setuju akti

1 fatwa MUI dan me
yang diwujudkan dengan mensosialisasikan tentang

reka dapat ikut serta berpartisipasi dalam

denga

pembenahan arah kiblat

at dan pengukuran arah kiblat masjid. Sedangkan setuju

pentingnya arah kibl
gurus lembaga falaki

pasif yaitu pen
fatwa MUI tetapi dalam im

yah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ‘
plementasinya mereka ‘
|

Banyumas setuju dengan
f bcrpartisipasi dalam pembenahan arah kiblat karena

tidak dapat ikut akti
yarakat/takmir masjid, keterbatasan dana,

rmohonan dari mas

tidak adanya P®
| instansi Yang berbeda.

tugas/ pekerjaan ganda dalan

falakiyah perlu ditingkatkan agar .
|

B. Saran-saran
gurus Jembaga
|

ks Koordinasi antar pen
. olektualitasnya dapat berfungsi
) 2 g dan sumbangsnh intele P ungsi
masing-masing tugd
dengan baik
i intah harus siap baik dal
selaku instanst pemerinta p alam
2. Kementeriah Agama
dapat mengadakan dan mendukun
teknologl serta g
intelektual maupunl . )
’ arah kiblat masjid-masjid.
program-prog™” perbenaf®!

80
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i 3. Sosialisasi arah kiblat perlu dilakukan secara aktif dan berkesinambungan

oleh semua pihak, terutama MU sebagai wadah perkumpulan para ulama,

enterian Agama selaku penguasa, tokoh agama selaku pemilik umat,

Kem
ebagai kaum intelektual. Kerjasama semua pihak

dan ahli falakiyah
ibutuhkan karena masalah arah kiblat tidak hanya urusan sat

sangat d
elemen masyarakat saja. Dengan demikian akan memberikan pemahaman

belajaran terhadap masyarakat tentang pentingnya arah kiblat. '

dan pem
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kiblat dalam Fatwa MUI Ka‘bah.
Nomor : 03 Tahun 2010
Tentang Al'ah Klblat?
W o Rokomendasi  ini
tentang rekomendasi dalam | merupakan anjuran
Fatwa yl Nomor 05 proble.m permasalahan
Tahun 2010 Tentang arah kiblat.
Kiblat? o Perlu untuk dilakukan
' pengecekan atau
pengukurin ulang
terhadap masjid-masjid.
Tiiakukan |o  Perlt, tetapi  harus
o Apakah pe:"lll:mg terhadap disosialisasikan terlebih
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Tahun 2010 Tentang Arah
Kiblat?

Masjid al-Haram, dan
Masjid al-Haram adalah
kiblat bagi penduduk
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adalh  kiblat  bagi
penduduk di bumi

Bagaimana menurut bapak
tentang rekomendasi
dalam Fatwa MUI Nomor
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Arah Kiblat?
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2010  Tentang  Arah
Kiblat?
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kepada masyarakat.
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